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PUTUSAN
NOMOR : 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

ny

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus,

dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan Acara

— . berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 5§ Tahun 2017 tentang

¥ . 1ata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan

A Tata Usaha Negara, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini,
: dalam sengketa antara ;

i 1. H. MUHAMMAD SYAIHU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Tempat tinggal RT. 08, Dusun Suko Muiyo,

Desa Pelawan, Kecamatan Pelawan, Kabupaten
Sarolangun ;
Selanjutnya disebut sebagai................. PENGGUGAT i;
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:L 2. JANNATUL PIRDAUS, S.T. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
f Anggota DPRD Kabupaten Sarofangun, " Tempat tinggal
; Jalan Lintas Sumatera KM. 9 Simpang Bukit, RT. 09, Desa
j Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun :

Selanjutnya disebut sebagqi .................. PENGGUGAT I ;

3. HAPIS, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota LCIPRD
Kabupaten Sarolangun,” Tempat tinggal Desa Muara
Limun, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun ;
Selanjutnya disebut sebagai ............... PENGGUGAT llI ;

4. AZAKIL AZMI, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD
Kabupaten Saroléngun, Tempat tinggal Dusun Bakti RT.

13, Desa Lubuk Resam, Kecamatan Cermin Nan Gedang,
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Kabupaten Sarolangun :

Selanjutnya disebut sebagai ................. PENGGUGATIV ;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 11/Pdt/Pgtf )
A LBHDB/IN/019, tanggal 29 Maret 2019, telah memberikan
‘ - kuasa kepada ;
1. H. PAIDILLAH DARNIA, S.H.
2. M. FAUZAN BUDI SAROKO, S.H.
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3. SAMUEL YAPRIANSEN, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat/Penasehat  Hukum, yang berkantor pada
Lembaga Bantuan Hukum Darma Bakti, yang beralamat di
Jalan Jenderal Sudirman / Jalan Lintas Sumatera KM. 04,
Desa Sungai Ulak, Kegamatan Nalo Tantan, Kabupaten
Merangin, Kode Pos 37351, email : adv.fauza'n.af@
gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai .......... PARA PENGGUGAT ;

MELAWAN . ¢

KOMIS! PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SAROLANGUN,
Berkedudukan di Kompiek Perkantoran Gunung Kem"hang,
Kabupaten Sarolangun, Kode Pos 37481, Propinsi Jambi
telepon : 0745-91002, Faksimili : 0745-91487, htpp://kpu-
sarolangunkab. go.id, email : kpusarolangun@yahoo.com/
ppid.kpusarolangun@gmail.com : . |
Dalam hai ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
07/SK-FHIIVI2019, tanggal 8 April 2019 telah memberikan
kuasa kepada ;

1. MUHAMMAD SYAHLAN SAMOSIR, S.H., M.H.,

2. DAUD FULLER SIBAGARIANG, S.H.,

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekérjaan
Advokat/Penasehat Hukum pada “FIRMA HUKUM
MUHAMMAD SYAHLAN SAMOSIR DAN REKAN’,
memilih alamat di Jalan Sersah Anwar Bay RT.10
Kelurahan Kenali. Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota
Jambi; .
Selanjutnya disebut sebagai .......c.ccveveuvn...... TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Nomor : 4/PEN—MH/G/SPPU1201QIPTUN.JBI, tanggal 2 April 2019, tentang |
Penunjukan Susunan Majelis Hakim :

- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Ne ar.
Jambi Nomor 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI., tanggal 2 April 2019,_,;;_,'/ ’
Penunjukan Panitera Pengganti; PR
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- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 4/PEN-HS/
G/SPPU/2019/PTUN.JBI, tanggal 2 April 2019, tentang Penetapan Jadwal
Persidangan ; .

- Telah membaca dan mempelajari Berkas Perkara, bukti surat, mendengar
keterangan saksi dari Para Pihak, dan mendengar keterangan para Pihak
di Persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya
tanggal 1 April 2019, vang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 1 April 2019 dengan
Register Perkara Nomor : 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI, telah mengajukan
Gugatan mengenai sengketa proses pemilihan umum yang isinya sebagai
berikut ;
. OBJEK SENGKETA :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor :

45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/Ili/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang

Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemiiihan

Umum Kab‘upaten Sarolangun Nomor 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-

Kab/[X/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum Tahun

2019, khusus atas nama : v

(1) H. MUHAMMAD SYAIHU, adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab.
Sarolangun pada Pemilu 2019 dari Partai Demokrat di daerah
Pemilihan Sarolangun 3;

(2) JANNATUL FIRDAUS S.T adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab.
Sarolangun pada Pemilu 2019 dari Partai GOLKAR di daerah
Pemilihan Sarolangun 3;

(3) HAPIS, adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada
Pemilu 2019 dari Partai PPP di daerah Pemilihan Sarolangun 3;

(4) AZAKIL AZM), adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Saroleingun
pada Pemilu 2019 dari Partai GOLKAR di daerah Pemilihan

Sarolangun 4 ;

Il. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN
- Bahwa menurut UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Paseil 7

7 ot

ayat (1) berbunyi :
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..Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara
meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Familu
antara calon anggota DPR, DPD, DPIi?D provinsi, DPRD
kabupaten/kota, atau partai politik caton Peserta Pemilu, atau bakal
Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU,
keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota ;

Selanjutnya dalam ayat (2) Pasal 470 UU Nomor 7 Tahun 2017
menyebutkan bahwa Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbu} antara; _

a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos
verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang
Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud
datam Pasal 173; |

b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat
dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan
Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan

¢ KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota” dengan calon
anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupatenfkota
yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan KPU tentang Penqtapan Daftar Calon Tetap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266.

- Bahwa selanjutnya dalam Pasal 471 ayat (1) dan ayat {2) UU Norior 7

Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan ;

(1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata
usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasai 468, dan Pasal
489 ayat (2) telah digunakan.

(2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5

(lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu.

- Bahwa selanjutnya juga menurut Pasal 3 ayat (1) PERATURAN |

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor 5 tahun ;5,017

S,

tentang TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA F{RGSES '-“3

l’t-'-

PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHAm EJ%"
disebutkan bahwa Gugatan Sengketa Proses Pemlhhan U?hq: s
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ajukan di Pengadilan di tempat kedudukan Tergugat, paling lamna 5
(lima) hari seteiah dibacakan putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau
Bawaslu Kabhupaten / KKota;

Bahwa selanjutnya sebelum PARA PENGGUGAT mengajukan gug‘fatan
ini, atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolar’;gun
Normor : 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/lil/2019 tanggal 4 Maret 2019,
tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Kemisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-
Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan
Umum tahun 2019, khusus atas nama
(1) H. MUHAMMAD SYAIHU, adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab.
Sarclangun pada Pemilu 2018 dari Partai Demokrat di daerah
Pemilihan Sarolangun 3 ;
(2) JANNATUL FIRDAUS 8.T adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab.
Sarclangun pada Pemilu 2019 dari Partai GOLKAR di daerah
Pemilihan Sarolangun 3 ;

-

(3) HAPIS, adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada
Pemilu 2019 dari Partai PPP di daerah Pemilihan Sarolangun 3 ;

(4) AZAKIL AZMI, adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun
pada Pemilu 201¢ dari Partai GOLKAR di daerah Pemilihan
Sarolangun 4 ;

PARA PENGGUGAT telah melakukan upaya Administratif di Bawaslu
yang mana Bawaslu Kabupaten Sarolangun telah pula mengeluarkan

C01/PS/PEMILU/  KAB.
SAROLANGUN/IN/2019, yang dibacakan pada tanggal 25 Maret
2019, :

Bahwa selanjutnya dikarenakan PARA PENGGUGAT merasa keberatan

atas Putusan tersebut, maka PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan

atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor :
45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/NI/2019, tanggal 4 Maret 2019, tentang

Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 40/HK.03.1-KptI1503iKPU-‘

Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan

ZE
. AR

Putusan yaitu Putusan Nomor

Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Um_ﬁgﬁ‘i‘téhifﬁﬂ}
) ."?;‘E“’ . A
2019, khusus atas nama : .;'*':!,:};
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(1) H. MUHAMMAD SYAIHU, adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab.

Sarolangun pada Pemilu 2019, dari Partai Demckrat di daerah
Pemilihan Sarolangun 3 :

(2) JANNATUL FIRDAUS S.T adaiah Calon Tetap Anggota DPRD. Kab.
Sarolangun pada Pemilu 2019, dari Partai GOLKAR di daerah
Pemilihan Sarolangun 3; :

(3) HAPIS, adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada
Pemilu 2019, dari Partal PPP di daerah Pemilihan Sarolangun 3:

(4) AZAKIL AZM!, adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun

pada Pemilu 2019, dari Patai GOLKAR di daerah Pemilihan
Sarolangun 4; E

ke PTUN Jambi pada hari senin tanggal 1 April 2019, menurut ketentuan
perundang undangan yang berlaku tenggang waktu lima hari kerja
setelah dibacakannya putusan Bawaslu tersebut ;eharusnya jatuh pada
hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019, akan tetapi dikarenakan tanggal 30
Maret dan 31 Maret jatuh pada hari libur (hari sabtu dan hari Mirggu)
maka hari kelima tenggang waktu masa pengajuan gugatan a quc iatuh
pada hari Senin tanggal 1 April 2019, atau pada hari dan tariggal
Gugatan ini digjukan ke Pengadilan Tata usaha Negeri Jambi atau dalam
artian gugatan ini diajukan masih dalam waktu tenggang pengajuan
sebagaimana yang diatur oleh ketentuan perundang undangan, oleh
karena itu sudah sewajarnyalah jika gugatan PENGGUGAT ini dapat
dianyatakan diterima.

KEWENANGAN MENGADILI
- Bahwa menurut ketentuan Pasai 469 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun

2017 menyebutkan :

(2) Dalam hal penyelesaian 'sengketa proses Pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf ¢ yang dilakukan
oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat
mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 7 tahun 2017, tentang Femilu

Pasal 470 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi : '

(1) Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara

meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha/__n’ér\;é:ai"
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bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU,
keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota ;
(2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan sengketa yang timbul antara:
a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu vang tidak -lolos
. verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU
tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemily sebagaitiana
'\\ dimaksud dalam Pasal 173 : :
b. KPU dan Pasangan Calon yané tidak lolos verifikasi se-baéai

b |

i akibat dikeluarkannya Keoutusan KPU tentang Penetapan
i Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan
} ) ¢. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon
é al anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaterikota
‘; . yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat
g dikeivarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar
} - Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan

& e

Pasal 268.

- Bahwa selanjutnya juga menurut Pasal 2 ayat (1) PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor 5 tahun 2017
tentang TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
disebutkan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang menerima
memeriksa , memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan
Umum ;

SR AR e,

- Bahwa selanjutnya juga menurut Pasal 2 ayat (2) PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor § tahun 2017
tentang TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
disebutkan bahwa Pengadilan Berwenang mengadili sengketa Proses
Pemilihan Umum setelah seluruh upaya adminiétratif di Bawaslu tzlah
digunakan ;

Bahwa dalam perkara ini yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 45/HK,Q$£-{
Kpt/1503/KPU-Kab/ll/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang E%gnet:apé‘ri

ST
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Kabupaten Sarolangun Nomor ; 40/HK.03.1-KpU1503/KPU-KabIIX/éO18,
tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perv.{akilan Rakyat Dé?rah
Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum tahun 2019, khusus atas
nama: ! '

(1) H. MUHAMMAD SYAIHU, adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab.
Sarolangun pada Pemilu 2019, dari Partai Demokrat di dserah
Pemilihan Sarolangun 3 ;

(2) JANNATUL FIRDAUS S.T adalzh Calon Tetap Anggota DPRD Kab.
Sarolangun pada Pemilu 2019, dari Partai GOLKAR di daerah
Pemilihan Sarolangun 3 : ' :

{3) HAPIS, adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada
Pemilu 2019, dari Partai PPP di daerah Pemilihan Sarolangun 3

(4) AZAKIL AZMI, adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun
pada Pemilu 2019, dari Partai GOLKAR di daerah Pemilihan
Sarolangun 4 ;

yang mana surat yang menjadi objek sengketa ini adalah suatu surat

keputusan KPU Kab. Sarclangun yang telah mencoret PARA
PENGGUGAT dari Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten
Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019, yang mana PARA
PENGGUGAT juga telah melakukan upaya Administratif di Bawaslu
karena merasa berkeberatan dengan Kegutusan KPU Kab. Sarolangun
yang telah mengeluarkan surat yang menjadi objek sengketa dalam
perkara ini, yang mana dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Sarolangun
telah pula mengeluarkan Putusan yaitu Putusan Nomor : 004PS/
PEMILU/KAB. SAROLANGUN/II/2019 yang dibacakan pada tanggal 25
Maret 2018, yang pada putusannya pokoknya menyatakan bahwa
tindakan TERGUGAT mengeluarkan surat keputusan yang menjadi vbjek
sengketa dalam perkara ini telah benar dan sesuai ketentuan peruridang
undangan, yang mana selanjutnya atas Putusan Bawaslu Nomor
:001/PS/PEMILU/KAB.SAROLANGUN/INI/2019, PARA PENGGUGAT
tidak dapat henerimanya dan melakukan upaya hukum mengajukan
gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, yang artinya syarat
uniuk dapat mengajukan perkara ini ke PTUN sebagaimana diatur dalam
pasal 469 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pe_mi"[i_L_l
telah terpenuhi, sehingga dengan demikian gugatan ini}_’_vhagrl}"sllé'hj{;;““«A
dinyatakan dapat diterima ; “ ,. gl
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IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang
Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang Undang
Nomor 5. Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara
disebutkan : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara
dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang
berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Ne.gara
yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau
tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi’:

- Bahwa tindakan TERGUGAT yang telah mengeluarkan surat' yang
menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah merugikan
PENGGUGAT karena telah membuat PENGGUGAT kehiiangan

haknya untuk dipilih sebagai ‘calon anggota DPRD Kab.
Sarolangunpada Pemilu 2019;

-

V. DASAR dan ALASAN GUGATAN .

1. Bahwa Para Penggugat adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab.

Sarolangun pada Pemilu 2019, sebagimana tercantum dan dimaksud

dalam Surat Keputusan KPU Kab. Sarolanguh Nomor : 40/HK 03, 1-

Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018, tentang Daftar Calon Tetap Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun {Pada
Pemilihan Umum tahun 2019, tanggal 20 September 2018 :

2. Bahwa dalam proses penetapan Para Penggugat sebagai calon itetap
anggota DPRD kab. Sarolangun pada Pemilu 2019, Para Penggugat
adalah termasuk pada kelompok calon tetap anggota DPRD kab.
Sarolangun yang berstatus éebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun
hasil Pemilu 2014, akan tetapi pada Pemilu 2019, mencalonkan diri
sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun dari Partai
Politik yang berbeda dari Pemilu sebelumnya, yaitu :

1) PENGGUGAT | mencalonkan diri sebagai Calon Anggota

Legislatif DPRD Kab. Sarclangun pada Pemilu 2019, melalui -

Partsi Demokrat di daerah Pemilhan Sarolangun 3,
PENGGUGAT ! saat ini adalah Anggota DPRD Kab. Saroldfigi
hasil Pemilu tahun 2014, dari Partai PDI Perjuangan ; _.;;f;'-_
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2) PENGGUGAT Il mencalonkan diri sebagai Calon Anggota
Legislatif DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019, melalui
Partai GOLKAR di daerah Pemilihan Sarolangun 3,
PENGGUGAT Il saat ini adalah Anggota DPRD Kab. Sarolangun
hasil Pemilu tahun 2014, dari Partai PD| Perjuangan :

3) PENGGUGAT Il mencaionkan diri sebagai Calon Anggota
Legislatif DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019, melalui
Partai PPP di daerah Pemilihan Sarolangun 3, PENGGUGAT Il
saat ini adalah Anggota DPRD Kab. Sarolangun hasil Pem.lu
tahun 2014, dari Partai PDI Perjlangan ;

4) PENGGUGAT IV mencalonkan diri sebagai Calon An'ggota
Legislatif DPRD Kab,. Sarolangun pada Pemilu 2019, melalui
Partai GOLKAR di daerah Pemilihan Sarolangun 4,
PENGGUGAT IV saat ini adalah Anggota DPRD Kab.
Sarolangun hasil Pemilu tahun 2014, dari Partai NASDEM.

Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan proses pencalonan Para

Penggugat untuk menjadi Calon Tetap Anggota DPRD ‘Kab.

Sarolangun pada Pemilu 2019, PARA PENGGUGAT telah mengikuti

ketentuan dan melengkapi semua keperluan kelengkapan untuk

memenuhi syarat syarat untuk menjadi Calon Anggota Tetap Anggota

DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019, sebagaimana disyaratkan

oleh Peraturan KPU Nomeor 20 tahun 2018, tentang Pencalonan

Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota, hal ini

dapat dibukiikan dengan telah ditetapkannya Para Penggugat dan

masuk dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun
pada Pemilu 2019, oleh KPU Kab. Sarolangun sebagaimana tertuang
dalam Surat Keputusan KPU Kab. Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-

Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 20 September 2018, tentang

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN

SAROLANGUN PADA PEMILU 2019 ;

Bahwa pada tanggal 4 Maret 2019, Tergugat SECARA MELAWAN

HUKUM serta dengan cara cara YANG BERTENTANGAN DENGAN

ketentuan ketentuan hukum yang berlaku, telah mengeluarkan Surat .

Keputusan yang cacat hukum serta tidak dapat

dipertanggungjawabkan di mata hukum karena dibuat dengam:ca”

yang bertentangan dengan ketentuan ketentuan hukum yangfber ,aku

i
untuk itu yang mana juga surat keputusan yang cacat hukun-,"”

"W-"{? : .‘.3:.
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tidak dapat dipertanggungjawabkah dimata hukum karena dibuat

dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang
berlaku untuk itu juga telah mengakibatkan kerugian bagi PARA
PENGGUGAT karena telah merampas Hak konstitusi Para
Penggugat yang salah satunya adalah Hak Untuk dipilih sebagai
Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu ;:2019,
yaitu Surat Keputusan KPU Kab. Sarolangun Nomor : 45/HK.03.1-
Kpt/1503/KPU-Kab/l1l/2019, tanggal 4 Maret 2018, tentahg
Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputﬁsan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-
Kab/IX/2018, tentang Daftar Calon Tetap Anggi'ota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum tahun
2019, yang mana surat yang dikeluarkan oleh Tergugat {yang °
menjadi objek sengketa dalam perkara ini) adalah suatu surat
keputusan KPU Kab. Sarolangun yang telah mencoret PENGGL}GAT
dari Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabuapten Sarolangun pada .
Pemilihan Umum 2019 :;

5. Bahwa selanjutnya perbuatan TERGUGAT yang telah mengeluarkan
Surat Keputusan KPU Kab. Sarclangun Nomor : 45/HK.03.1-
Kpt/1503/KPU-Kab/lll/2019, tanggal 4 Maret 201 9, teniang
Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemiiihan
Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-
Kab/IX/ 2018, tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Perailihan
Umum Tahun 2019, (selanjutnya datam perkara ini mohon dapat juga
disebut sebagai objek sengketa) jelas jelas adalah suatu perbuatan
yang bertentangan dengan hukum karena alasan utama TERGUGAT
mengeluarkan objek sengketa tersebut (sebagaimana tertuang dalam
Putusan BAWASLU Kab. Sarolangun Nomor:
001/PS/PEMILU/KAB.SAROLANGUN/ 111/2019, tertanggal 25 Maret
2019) adalah hanya menjalankan perintah yang disampaikang oleh
KPU RI dalam suratnya Nomor: 270/PL.01.4-3_D/06/Komisi Pemilihan
Umum/ll/2019, yang mana dalam surat “iersebut TERGIJGAT .
diperintahkan untuk menyatakan bahwa Calon Anggota Legislatif

T

yang pindah partai wajib berhenti dari anggo:c’g,':’:.i’; R

Kabupaten/Kota ;
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6. Bahwa selanjutnya berdasarkan surat Nomor: 270/PL.01.4-SD/06/
Komisi Pemilihan Umum/Il/2019, tersebut, maka TERGUGAT
menganulir dan mencoret Para PENGGUGAT sebagai calon tetap
anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019, (sebaga‘imana
dimaksud dalam objek sengketa), vang mana TERGUGAT juga
menyatakan bahwa penerbitan surat yang menjadi objek sengiketa
dalam perkara ini juga dilengkapi dengan dokumen dokumen ‘vyang
menurut penafsiran TERGUGAT telah membuktikan bahwa para
PENGGUGAT masih aktif sebagai anggota DPRD Kab. Sarclamigun,
SEHINGGA berdasarkan bukti bukti dan penafsiran TERGUGAT! atas
bukti tersebut, TERGUGAT mengeluarkan surat keputusan yang
menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang memuat keputusan
menganulir keikutsertaan PARA PENGGUGAT serta mencoret nama
nama PARA PENGGUGAT dalam daftar Calon Tetap Anggota DPRD
Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019, sebagaimana yang tercantum
dalam lampiran Surat Keputusan KPU kab. Sarolangun Nomor :
40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/tX/2018, tentang Daftar Calon Tetap

'Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun

-Pada Pemilihan Umum tahun 2019, dengan alasan Para
PENGGUGAT dianggap tidak dapat memenuhi syarat (TMS)
sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf s
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 20 tahun 2018, tentang
Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupéten /
Kota ;

7. Bahwa selanjutnya alasan pencoretan para PENGGUGAT oleh
TERGUGAT sebagaimana telah disampaikannya dalam putusan
Bawasiu  Kah,  Sarociangun  Nomor:; 001/PS/PEMILU/KAB.
SAROLANGUN/II/2019, tertanggal 25 Maret 2b19, jelas jelas adalah
alasan yang keliru sehingga tidak dapat dijadikan sebagai <asar
dalam mencoret keikut sertaan para PENGGUGAT dalam
pelaksanaan pemilu 2018, sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kab.
Sarolangun pada Pemilu 2019, karena sebenarnya F?ARA
PENGGUGAT telah melengkapi segala syarat-dan kelengkapan yang .
harus dipenuhi sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal T_Jlgy‘a_:c
(1) huruf s PKPU Nomor 20 Tahun 2018 ; ”i:\,.;_ji’-

8. Bahwa selanjutnya TERGUGAT telah keliru dan salak’/ dalar
menafsickan bahwa pencoretan PARA PENGGUGAT dari /iffa}

Hataman 12 of 55 Halaman A
Putusan Nomor : 4/G/ISPPU/2018/PTUN.JBETY

\. ] o:‘_




Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Saroia.ng:jn pada Pemilu 2919,
dikarenakan melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) hyruf s
PKPU Nomor 20 tahun 2018 ;

Bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf s PKPU Nomor 20 tahun2019, adalah

pasal yang mengatur tentang persyaratan untuk dapat menjadi -%"%iakal

Calon anggota DPR, DPRD PROVINS! dan DPRD Kabupaten i%(ota,

dalam penerapannya Pasal ini tidak berdiri sendiri, akan tetapi lebih

diperjelas lagi penerapannya dalam Pasal 8 ayat {1) huruf b angka
\\ (8) PKPU Nomor 20 Tahun 2018, yang menyatakan :

(1) Kelengkapan Administrasi Bakal Calon anggota DPR,DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten /kota sebagaimana dimaksud
dalam pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan :

..... b. Surat Pernyataan menggunakan formulir mode! BB 1 yang

menyatakan bahwa bakal calon : .

...... 8. Mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi

calon yang berstatus sebagai anégota DPR, DPRD Provinsi dan

DPRD Kabupaten Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang

berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir.

Selanjutnya penjelasan lebih lanjut tentang penerapan Pasal 8

ayat (1) huruf b angka (8) dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 8

ayat {4) PKPU Nomor 20 tahun 2019, yang berbunyi :

..... Surat Pernyataan sebagaimana hdimaks;yd pada ayat (1) huruf

b angka (8) dilengkapi dengan :

a. Surat Pengajuan Pengunduran diri sebagai anggota DPR,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / kota;

b. Tanda terima dari Pejabat yang berwenang atas penyerahan
sural pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimeiksud
dalam huruf a;dan

¢. Surat keteranéan bahwa pengajuan pengunduruan' diri
sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses, oleh
pejabat yang berwenang;

9. Bahwa selanjutnya dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2019, aturan
mengenai Penetapan DCT diatur dalam Pasal 27 PKPU Nomor : 20
tahun 2018, tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provins?_ 93?
DPRD Kabupaten / Kota dalam ayat (5) disebutkan ;

Halaman 13 of 55 Halaman |
Putusan Nomor ; 4.’GfSPPUIZO19/PTUN J51 :

v . 9{_.




Politik yang berbeda dengan Partai politik yang diwakili di bPR,

DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten / kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf s, wajib menyampaikan keputusan
pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota
DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota kepada KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten / Kota paling lambat 1
(satu) hari sebelum Penetapan DCT :
Bahwa selanjutnya dalam hal Penetapan DCT untuk Calon Anégota

'\\ DPR, DPFRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota juga mengatur
ketentuan dalam hal calon yang bersangkutan tidak dapat memenuhi
ketentuan dalam Pasai 27 ayat (5) PKPU Nomor 20 Tahun 2019,
diperielas apa yang harus dipersiapkan oleh calon yang
bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (6) huruf
a dan huruf b PKPU Nomor 20 tahun 2019, serta Pasal 27 ayat (7)
huruf a dan huruf b PKPU Nomor 20 tahun 2019, yang menyatakan
Pasal 27 ayat (6)

Dalam hal Calon anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/ kota tidak dapat menyé;mpaikén keputusan

pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan

ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, salon

yang bersangkutan waijib menyampaikan surat pernyataan yang

menyatakan bahwa ; i

a. Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan képacla
pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima dan

b. Keputusan pemberitahuan belum diterima calon -_{(ang
bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan
keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar
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Pasal 27 ayat (7):

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dilampiri

dengan:
a. Bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan;

b. Tanda terima penyampaian surat. pengunduran diri dari instansi

LH

terkait;

10. Bahwa selanjutnya dari keseluruhan persyaratan maupun dokﬁumen=

yang harus dilengkapi untuk dapat ditetapkan sebagai bakal;cg :

.....
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maupun calon tetap anggota DPR,DPRD Provinsi dan DIFRD
Kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam PKPU nomor 20
tahun 2018, kesemuanya telah diserahkan oleh PARA PENGGUGAT
melalui partai Politik masing masing Para Penggugat ;

. Fakta telah dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/lX/
2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum tahun 2019,
yang dalam lampirannya telah menyatakan bahwa PARA
PENGGUGAT adalah masuk daiam Daftar Calen tetap Calon
Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu 2019 adalah
bukti nyata bahwa seluruh kelengkapan persyaratan telah dipenuhi
oleh PARA PENGGUGAT serta Para Penggugat dinyatakan “elah
memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Tetap Ani;éjgota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarclangun Pada
Pemilihan Umum tahun 2019 ;

. Bahwa selanjutnya dari apa apa yang telah disampaikan oleh F-?ARA
PENGGUGAT dalam dalilnya jelas jelas bahwa TERGUGAT telah
melampaui kewenangannya dalam mengeluarkan keputusan karena
keputusan TERGUGAT mencoret PARA PENGGUGAT sebagaimana
dimaksud dalam objek sengketa . dibuat dengan cara 'yang
bertentangan dengan ketentuan hukum, karena apabila TERGUGAT
telah menetapkan PARA PENGGUGAT sebagai Calon Tetap
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun
Pada Pemilhan Umum tahun 2019, sebagaimana dimaksud dalam
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor :
40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/1X/2018, tentang Daftar Calon Tetap
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun
Pada Pemilihan Umum tahun 2019, berarti segala kelengkapan
dokumen yang menjadi persyaratan seperti yang disyaratkan E;lalam
PKPU Nomor 20 tahun 2019, telah dianggap terpenuhi syaratnya
oleh TERGUGAT, mengenai Pencoretan setelah penetapan:zDCT
diatur dalam Pasal 35 PKPU Nomor 20 Tahun 2019, disebitkan .
bahwa pencoretan setelah ditetapkan sebag_ai Calon dalam DCT
hanya datam hal : ' ’
a. Meninggal dunia setelah ditetapkan DCT;
b. Mengundurkan diri;
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¢. Menggunakan dokumen palsu:

d. Melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap,

e. Melanggar fakta integritas; ;
Dari ketentuan pasal 35 PKPU Nomor 20 tahun 2019, tersebut' juga
tidak diketemukan alasan alasan untuk mencoret PARA
PENGGUGAT setelah ditetapkan sebagai Calon Tetap Anégota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolanguh Pada
Pemilihan Umum tahun 2019:

. Bahwa selanjutnya alasan . alasan TERGUGAT lainnya ‘yang
menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat
karena adanya Putusan PTUN yang mengaktitkan kembali FARA
PENGGUGAT sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun,
PARA PENGGUGAT menegaskan bahwa hal ini adalah suatu
peristiwa yang ‘berada diluar kemampuan Para Penggugat, bahwa
benar PARA PENGGUGAT telah.mengajukan' gugatan ke PTUN
Jambi sehubungan dengan telah diterbitkannya SK Pemberhentian
Para PENGGUGAT, akan tetapi gugatan tersebut diajukan PARA
PENGGUGAT addlah demi terlaksanaya Kepasfian hukurm  di
Repubiik ini, yang mana PTUN Jambi telah mengabuikan gugatan
PARA PENGGUGAT untuk menyatakan bahwa Surat Keputusan
Pemberhentian PARA PENGGUGAT yang dikeluarkan . oleh
Gubernur Jambi adalah keliru karena dibuat tidak dengan aturan
aturan yang mengatur tentang mekanisme pemberhentian dan
pergantian antar waktu anggcta DPRD, sehingga sudah
sewajarnyalah jika PTUN membatalkan SK Gubernur Jambi in casu,
artinya PARA PENGGUGAT dalam permasalahan ini sudah benar
karena sudah mengajukan pengunduran diri secara sah dan resmi
dan hingga saat ini belum ada mencabut kembaii permohonan
pengunduran diri tersebut, fékta masih aktifnya Para PENGGUGAT
sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun adatah dikarenakan adanya
suatu proses yang harus dilakukan untuk memberhentikan FARA
PENGGUGAT akan tetapi proses tersebut pelaksanaannya berada
diluar kemampuan dan kekuasaan vyang dimiliki Ff‘ARA .
PENGGUGAT; ’
. Bahwa selanjutnya mengenai keputusan yang menjadl-"’

sengketa dalam perkara ini,
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dalam perkara ini bila dibenarkan dan diberlakukan jelas”"jelas
berakibat hukum kepada PARA PENGGUGAT yaitu mengakihatkan
hilangnya hak Para Penggugat untuk dapat dipilih dalam Pémilu
Legislatif 2019 sebagai Calon Anggota Legistatif tetap setiingga
menimbuikan kerugian bagi Para Penggugat, sementara dasar dan
alasan TERGUGAT mengeluarkan objek sengketa dalam perkara ini
tidak ada sama sekal, TERGUGAT terkesan memaksakan
kehendaknya dengan menggunakan kewenangan yang ada pada
dirinya untuk mencoret keikutsertaan PARA PENGGUGAT cjalam
Pemilu 2019 sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum tahun
2019;

. Bahwa keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini
yang dikeluarkan oleh Tergugat jelas jelas adalah suatu keputusan
vang dibuat dengan cara melanggar hukum, dan melanggar norma
norma keadilan dikarenakan alasan Tergugat mengeluarkan
keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tidak
berdasarkan pada’ peraturan perundang undangan yang berlaku,
sehingga oleh karena itu harus lah dibatalkan :

. Bahwa dikarenakan surat keputusan yang menjadi objek sengketa
dalam perkara ini haruslah dibatalkan maka sudah sewajarnyalah jika
TERGUGAT mengeluarkan suatu keputusan baru yang ‘ pada
pokoknya menyatakan Para Penggugat kembali dinyatakan sebagai
calon tetap anggota legislatif DPRD Kab. Sarolangun pada F‘uamilu
Legislatif tahun 2019 ;

. Bahwa selanjutnya mengingat sempitnya jarak waktu pelaksénaan
pemilihan umum 2019, yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April
2019, sementara PARA PENGGUGAT harus melaksarakan
sosialisasi kepada calon konstituennya di daerah pemilihannya
masing masing, demi kepastian hukum bagi PARA PENGGUGAT
dalam hal ini, mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi,
melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus
perkara ini dapat mengeluarkan PUTUSAN SELA yang isinya pada .

pokoknya memerintahkan penundaan pelaksanaan Keputu-sa}p“'

tetap dalam hal ini ;
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Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan yang telah disampaikan oleh Para
Penggugat tersebut mohon Kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara $ambi
melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat
memutuskan yaitu sebagai berikut

DALAM PENUNDAAN :
1. Mengabulkan permohonan Penundaan yang diajukan oleh PARA
- PENGGUGAT ;
Y 2. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda Pelaksanaan
Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 45/HK.03.1-
Kpt/1503/KPU-Kab/I1i/2019 tanggal 4 Maret 2019, tentang Penetapan
Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihén Umum

s Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1- -Kpt/1503/KPU- Kabl!X]2018
tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum tahun 2019, bnserta
~dengan lampirannya, sampai adanya putusan dalam perkara ini
mempunyai kekuatan hukum tetap ( /n Kracht Van Gewijsde )

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya :

2. Menyatakan BATAL Keputusan Komisi. Pemilihan Umum Kabupaten
Sarolangun Nomor : 45/HK.03.1-KpU1503/KPU-Kab/lll/2019, tang;;al 4
Maret 2019, tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-

Kpt/1503/KPU-Kab/IX/ 2018, tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarclangun Pada Pemilihan

Umum 2019, khusus atas nama : .

(1) H. MUHAMMAD SYAIHU, adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab.
Sarolangun pada Pemilu 2019, dari Partai Demokrat di daerah

Pemilihan Sarolangun 3;

(2) JANNATUL FIRDAUS S.T adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab.
Sarolangun pada Pemilu 2019; dari Partai GOLKAR di daerah
Pemilihan Sarolangun 3;

(3) HAPIS, adalah Calon Tetap Anggoia DPRD Kab. Sarolangun pada
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(4) AZAKIL AZM!, adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolahgun
pada Pemilu 2019, dari Partai GOLKAR di daerah Pemilihan
Sarolangun 4;

Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Komisi

Pemitihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 45/HK.03.1-Kpt/1503/

KPU-Kab/Ill/ 2019, tanggal 4 Maret 2019, tentang Penetapan Perubahan

Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/X/2018, tentang

Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum tahun 2019, khususf atas

nama :

(1) H. MUHAMMAD SYAIHU, adalah Calon Tetap Anggota DPRD" Kab.
Sarolangun pada Pemilu 2019, dari Partai Demokrat di dserah
Pemilihan Sarolangun 3; _

(2) JANNATUL FIRDAUS S.T adalah Calon Tetap Anggota DPRE Kab.
Sarolangun pada Pemilu 2019, dari Partai GOLKAR di daerah
Pemilihan Sarolangun 3 ;

(3) HAPIS, adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada
Pemiiu 2019, dari Partai PPP di daerah Pemilihan Sarolangun 3 ;

(4) AZAKIL AZMI, adalah Cajon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun
pada Pemilu 2019, dari Partai G{O!_KAR di daerah Pemilihan
Sarolangun 4; '

Memerintahkan TERGUGAT untuk menerbitkan Keputusan tentang

Penetapan PARA PENGGUGAT sehagai Calon Tetap anggota DPRD

Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019 ;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak

Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 9 Aprii 2019, yang isi

selengkapnya sebagai berikut ;

TENGGANG WAKTU ‘

Bahwa berdasarkan pasal 471 ayat (1) dan ayat (2) Undang-uridang
Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum berbunyi: _

1. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilu ‘
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sebagaimana dimaksud dalam pasal 467, pasal 468, dan pas‘al 469
ayat (2) tetah digunakan ;

Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemily
sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima)
hari kerja setelah di bacakan putusan Bawaslu ;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarofangun yang memeriksa sengketa a
quo telah memutuskan sengketa yang diajukan oleh para terélxgat
pada tanggal 25 April 2019. Maka selayaknya para pembhon
mengajukan permohonan penyelesaian kepada pengadilan tata
usaha negara jambi paling lama tanggal 1 Aprit 2019. Maka terh'adép
tenggang waktu ini, para tergugat tidak mermpersozalkan baiasan
waktu yang diajukan oleh pergugat, karena masih daiam tenggang
waktu yang telah ditentukan.

KEDUDUKAN HUKUM
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Bahwa dalam gugatan yang disusun oleh Penggugat tidak sedikitpun
menjelaskan kedudukan hukum mereka sebagai penggugat, .Jika
mengacu pada ketentuan pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor
7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut UU
Pemilu) telah menegaskan *Permohonan Penyelesaian Senghketa
Froses Pemilu disampaikan oleth calon peserta Pemilu dan/atau
peserta Pemilu"” Oleh Karenanya kedudukan hukum penggugat
harus jelas sebagai calon peserta pemilu ataupun sebagai peserta '
pemilu ;

Bahwa Pasal 467 ayat (2) sebagaimana dimaksud di atas, sangat
terkait erat dengan pasal-pasal lain. Dalam artian, pasal tersebut
tidak berdiri sendiri dan harus dimaknai secara keseluruhan sebagai
bentuk dari kesatuan regulasi yang utuh ;

Bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (2) sangat memiliki kaitan yang:erat
dengan Pasal 1 angka 27 Undang Undang Pemily, telah
menegaskan “Peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu
anggofa DPR, anggota DRRD Provinsi, anggota DPRD
Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan ‘
pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan
partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden ; '
Bahwa dalam perkara yang diajukan oleh Penggugat, sang’"" ]

bahwa masing-masing penggugat mewakili dirinya sendm'

Halaman 20 of 55 Halaman '-Zj:'"."'
Putusan Nomor: 4IGISPPU12019.'PTUN




penyelesaian sengketa proses Pemilu terkaijt dengan perﬁilihan
umum  anggota DPRD Kabupaten/Kota. Oleh karenanya jika
mengacu pada ketentuan Pasal 467 UU Pemilu fo Pasal 1 angka 27
Undang Undang Pemilu, para tergugat tidak memenuhi kedudukan
hukum sebagai Penggugat, karena bukan merupakan perwakilan
ataupun kuasa dari partai politik yang menjadi peserta pemilu ;

Bahwa berdasarkan uraian dari nomor 1 hingga nomor 4 di atas,
maka telah layak pula majelis hakim yang memeriksa dan merkgadili

perkara aquo mPnyatakan Penggugat dalam perkara aguo T!DAK
MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM.

]
[

{ll. KEWENANGAN MENGADILI
1.

Bahwa menurut ketentuan pasal 489 ayat (2) Undang Undang Nomor

7 tahun 2017 menyebutkan : (2) Dalam hal penyelesaian sengketa

proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b,

dan huruf ¢ yang dilakukan oleh Bawaslu tidak di terima oleh para

pinak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada

pengadilan tata usaha Negara : .

Bahwa ketentuan tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 470 ayat (1)

dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 2017, tentang Pemilu

yang mengatur : ,

(1) Sengketa Proses Pemilu melalui* pengadilan tata usaha negara
meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara
pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota, atau partai politik calon peserta pemilu, atau
bakal pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota Keputusan KPU, Keputusan KPU Prowns: dan
Keputusan KPU Kabupaten/Kota ;

(2) Sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan sengketa yang timbul antara : !

a. KPU dan Partai Politik calon peserta Pemilu yang z‘ldakllo!os
verifikasi sebagai akibat di keluarkannya Keputusan KPU
tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagimana
dimaksud dalam pasal 173;

b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos Verifikasi ‘sebagai_"

akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan
Pasangan calon sebagimana dimaksud dalam Pasal 235,
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¢. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan ¢alon
anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan LPRD
Kabupaten/Kota yang dicoret dari Daftar Calon Tetap seé:agai
sebagai akibat dikeluarkénnya Keputusan KPU teﬁtang
Penetapan Daftar Calon Tetap sebgaimana dimaksud dalam

Fasal 256 dan Pasal 268,
3. Bahwa dari dua ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 470 di
atas, sangat benar pengadilan tata usaha negara dapat mengadili

perkara a quo.

. KEPENTINGAN PENGGUGAT

- Bahwa kepentingan penggugat ‘da!am gugatan yang diajukan masih
abstrack dan kabur. Tidak jelas posisinya sebagai perwakilan partai
politik ataukah sebagai diri pribadi yang mewakili partai politik yang
dirugikan atas terbitnya keputusan tergugat.

- Bahwa keterkaitan antara kepentingan penggugat dengan gugatan
yang diajukan merupakan sebuah konstruksi hukum  dalam
menentukan kerugian yang timbul oleh keputusan . yang tengugat
terbitkan/keluarkan. !

- Bahwa kerancuan penggugat yang menyatakan kepenti',ngan
penggugat dirugikan karena adanya hak untuk dipilih yang diru':jikan
akibat dikeluarkannya keputusan tergudat, periu pula tergugat urcnkan
sebagaimana berikut:

» Bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih
(right to vote and right to be candidate} adalah hak yang dijamin_
oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional:

» Walaupun untuk memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional,
namun sebagai hak yang tidak termasuk dalam salah satu hak yang
dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apapun sebagaimana diatur dalam Pasai 28/ ayat (1) UUD
1945 (non-derogable rights), pelaksanaan hak pilih tetap tunduk
pada pembatasan-pembatasan tertentu. Pembatasan mana
ditujukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan terhadap .
hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan vang
adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama
keamanan, dan ketertban umum dalam suatu masyaquat
demokratis sebagaimana termakiub dalam Pasal 284 ayat (2) UUD
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1945. Meski terhadap hak pilih dapat dilakukan pembatasan, namun
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 011-
017/PUU-I/2003 juga ftelah menegaskan bahwa pembatasan
terhadap untuk memilih dan dipilih harusiah didasarkan atas alssan-
alasan yang kuat, masuk akal, proporsional, dan tidak berlebihan.

* Dengan demikian, di satu sisi, untuk memilih dan dipilih harus
dipenuhi semaksima! mungkin, namun di sisi lain, hak pilih juga
dapat dibatasi dengan syarat-syarat tertentu sapanjang :tidak

\ berlebihan. Dalam konteks ini, pengaturan hak pilih dalam pemilu

oy

harusiah dilakukan secara proporsional. Proposional dalam arti
mempertimbangkan keseimbangan antara upaya memenuhi hak
pilih dan upaya menjaga prosedur pemilu yang jujur dan adil.
. Sehubungan dengan itu, segala pembatasan terhadap ha}'g pifih
hanya boleh dilakukan sepanjang ditujukan untuk menjaga. agar
pemilu berjalan secara jujur dan adil sehingga hasilnya kredibs dan
berintegritas. ' '

- et

. e
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' '~ Bahwa dengan fidak dirincinya adanya pelanggaran hak iyang
g’ dilakukan oleh tergugat dalam kaitannya dengan hak untuk di’bilih.yang
? ' dimiliki oleh Penggugat, maka kepentingan hukum tergugat 'mi:;:hjadi
; abstrack dan tidak kongkrit. Oleh karenya alasan yang demikian,
G haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak berajasan
‘ menurut hukum, '
[

’: V. DASAR DAN ALASAN TERGUGAT

1. Benar para penggugat adalah Calon Tetap Anggota DPRD
Kabupaten sarolangun pada pemilu tahun 2019 sebagaih.'nana
: tercantum dan dimaksud dalam surat Keputusan KPU Kab.
Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-kpt/1503/KPU-Kab/iX/2018 ter:)tang
45?: daftar Caion Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sarclangun pada
‘ H pemilu tanun 2019 tanggal 20 September 2018;

Benar bahwa dalam proses penetapan para Penggugat s_e,tgagai
! calon tetap Anggcta PDPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu Et}ahun
‘ 2019, para penggugat adalah termasuk pada kelompok Calon ']fetap _
anggota DPRD Kab. Sarolangun yang berstatus sebagai ang_'?gota
DPRD Kab. Sarclangun hasil Pemilu 2014 akan tetapi pada pé
2019 mencalonkan diri sebagai calon Tetap Anggota DPRD

AW o L
e~ e
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Sarolangun dari Partai Politik yang berbeda dari Pemilu Sebelumnya,
yaitu :

1) H. MURAMMAD SYAIHU mencalonkan diri sebagai calon
anggota Legislatif DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019,
melalui Partai Demokrat di daerah Pemilihan Sarolangun :3 H.
MUHAMMAD SYAIHU saat ini adalah anggota DPRD i Kab.
Sarolangun hasil pemilu tahunu 2014 dari Partai PDI Perjuahgan

2) JANNATUL PIRDAUS, ST mencalonkan diri, sebagai Calon
anggota Legeslatif DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 201 9,
melalui Partai GOLKAR di daerah Pemilihan Sarofangun 3,
JANNATUL PIRDAUS, ST saat ini adalan anggota DPRD;Kab.
Sarolangun hasil pemilu tahun 2014 dari Partai PDI Perjuangan ; _

3) HAPIS mencalonkan diri sebagai Calon anggota Leges!atif E")“PRD :
Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019, melalui Partai GOLKféf-.R di
daerah Pemilihan Sarolangun 3, HAPIS saat ini adalah ang;*ggota T
DPRD Kab. Sarolangun hasil pemilu tahun 2014 dari Partzi PDI
Perjuangan ;

4) AZAKIL AZMi mencalonkan diri sebagai Calon anbgota Legeslatif
DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019, melalui Partai
GOLKARGi daerah Pemilihan Sarolangun 4, AZAKIL AZM! saat
ini adalah anggota DPRD Kab. Sarolangun hasii pemilu tahun
2014, dari Partai NASDEM;

Benar bahwa pada saat Penetapan Calon Tetap Anggota DPRD Kab.

Sarolangun pada Pemilu 2019, telah memenuhi syarat pencalonan

sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU RI Nomor 20 tahun 2018,

tentang Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota, sebagaiman tertuang dalam surat Keputusan KPU

Kab. Sarolangun Nomor :'40/HK.03.1-kptl1503/KPU-KabllX12018.

tentang daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun

pada pemilu tahun 2019, tanggal 20 September 2018; i

Tidak benar KPU Kab. Sarolangun MELAWAN HUKUM serta TIDAK

BERTENTANGAN dengan ketentuan yang berlaku dalam' hal

menerbitkan Surat Keputusan KPU Kab. Sarolangun Nomor: -

45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/I1/2019, tanggal 4 Maret 2019,

tentang Penetapan Perubahan ke Empat atas Keputusan .Klf:)m;is,i;:‘v

Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 4OIHK.'%‘-33_.‘i‘ -

Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018, tentang Daftar Calon Tetap’ Ang
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun iilpalda

Pemilihan Umum tahun 2019. KPU Kab. Sarolangun dalar£1 hal

menerbitkan Surat Keputusan KPU Kab. Sarolangun thpmor:

45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/HI/2018, tanggal 4 Maret I.%019

tentang Penetapan Perubahan ke Empat atas Keputusan Kémisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun’ Nomor 40/HKi3:1-

Kpt/1503/KPU-Kab/iX/2018, tentang Daftar Calon Tetap And’;gota

Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada

Pemilihan Umumtahun 2019, berdasarkan: ;

1) Surat Komisi Pemillhan Umum Republik Indonesia -leémbr
270/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019, tanggal 13 Februari ’?019
perthal Penjelasan tentang status Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun _yang
mencalonkan diri pada partai politik yang berbeda dengan Partai
sebelumnnya dan masih aklif sebagai Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun ;

2) Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nemor:
147/I5L.01.4-SD/15/KPUIIIIZO19, tanggal 22 Februari ":2019
Perihal: tindak lanjut surat Komisi Pemilihan Umum Rebublik
Indonesia Nomor 270/PL.01.4-SD/06/KPU/NIf2019, tanggal 13
Februari 2019 ; . ,

3) Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor @ 181/KEP.GUB/
SETDA PEM-OTDA-2.2/2019 tanggal 11 Februari 2019 te.'.htang
pencabutan Keputusan Gubernur Nomor : 958!KEP§GUBI
SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018, tanggal 27 September 2018
tentang pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2014-2919.

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sarolangun Nomor: 87/PL.04.1-BA/1503/KPU-Kab/I1l/2019 tandgal 4

Maret 2019 tentang Pencalonan (7 calon Legislatif Pindah Parta)

Apa yang diputuskan olen Bawaslu Kab. Sarclangun terhadap

perkara Nomor 001/PS/PEMILU/KAB.SAROLANGUN/III!2019

tanggal 25 Maret 2018 yang menguat Putusan KPU Kab. Sarolangun .

Nomor 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/111/2019 tanggal 4 Maret ?019

tentang Penetapan Perubahan ke Empat alas Keputusan KOmlSI:‘

Halaman 25 of 55 Héla, an‘V
Putusan Nomor : 4IG!SPPUI201QIPTUN JB|‘ T

. i K
. P.-d. J,r}«'
g s anm et

1
o




Ll ey

-

bl ]

.;_
&

J

&

i

{

1
R
s
e
s
1%
af
;
1,
L
i’
Ji V(
¥

Cl

B LTI
Qi it e e
- AR

R e ——

Rastse

=
I

Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah Kabupzien Sarolangun pada
Pemilihan Umum Tahun 2019, adalah benar dan sesuai de:agan
peraturan Perundang-undangan. : '
KPU Kab. Sarolangun dalam hal menerbitkan SK Nomor 45/HK.N3.1-
Kpti1503/KPU-Kab/lll/2019, tanggal 4 Maret 2019, teittang
Penetapan Perubahan ke Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 40!HK.O3.1-KptI1503/kPU-
Kab/1X/2018, tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum Tahun
2018 didasari dengan surat penjelasan KPU Rl Nomor 270/PL.01.4~
SD/06/KPU/M/2018, tanggal 13 Februari 2019, perihal Penjelasan
tentang status Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sarolangun yang mencalonkan diri pada partai politik
yang berbeda dengan Partai sebelumnnya dan masih aktif sebagai
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Saroléngun.
Yang menjadi bukti keaktifan penggugat dari anggota DPRD Kab.
Sarolangun adalah Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor:
181/KEP.GUB/ SETDA. PEM-OTDA-2.2/2019, tanggal 11 Februari
2019 tentang pencabutan Keputusan Gubernur Noror
:958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 27 September
2018, tentang pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2014-2019,
guna menindalk lanjuti putusan pengadilan tata usaha negara Jambi
Nomor Nomor 27/G/2018/PTUN.JBI tanggal 7 Januari 2019, dengéﬁ
demikian  penerbitan SK Nomor 45/HK.03.1-Kpt/1503KPU-
Kab/ll1/2019, tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Perubahan ke
Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabugé.}aten
Sarciangun Nomor 4OIHK.03'.1-KptI1503/KPU-Kab/lX/2018., tentang
Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sesuai
dengan Peraturan Perundang Undangan ;' "
Apa yang diputuskan oleh Bawaslu Kab. Sarolangun terhadap
perkara Nomor 001/PS/PEMILU/KAB.SAROLANGUN/II/2019
tanggal 25 Maret 2019 yang menguat Putusan KPU Kab. Sarolangun
Nomor 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/Ill/2019, tanggal 4 Maret

2019, tentang Penetapan Perubahan ke Empat atas Keputusan-

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 401'13}_,’(',,‘_(3’:?3“1
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Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018, tentang Daftar Calon Tetap Ang;gota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarclangun pada
Pemilihan Umum Tahun 2019, adalah benar dan sesuai de_hgan
peraturan Perundang Undangan :

Tergugat dalam hal ini KPU Kab. Sarolangun TIDAK KELIRU dan
telah benar serta sesuai dengan Peraturan KPU R| Nomor 20 tahun
2018, pasal 7 ayat {1) -huruf b angka (8) mengundurkan diri dan tidak
dapat di tarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota
DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dtcalonkan
dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik Pemily terakhir,
dengan diterbitkan putusan PTUN Jambi Nomor
27/G/2018/PTUN.JB! tanggal 7 Januari 2019, dan Surat Keputusan
Gubernur Jambi Nomor: 181/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2. 2/2019
tanggal 11 Februari 2019, tentang pencabutan Keputusan Gubgernur
Nomor :958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggaﬂ 27
September 2018, tentang pemberhentian Anggota Dewan Pennfékilan
Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2014-
2019, yang mengembalikan hak PENGGUGAT sébagai an;figota ‘
DPRD Kab. Saroclangun maka secara otomatis mengembalikan! juga

PENGGUGAT ke Partai Politik Sebelumnya (Partai Politik Pn=m|Iu

terakhir) ; .

Benar bahwa pada saat Penetapan Calon Tetap Anggota DPRD—E Kab.

Sarolangun pada Pemilu 2018, telah memenuhi syarat pencaionan

sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU RI Nomor 20 tahun 2018,

tentang Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan E}PRD _
Kabupaten/Kota, sebagaimana tertuang dalam surat Keputusan'KPU

Kab. Sarclangun Nomor : 40/HK.03.1-kpt/1503/KPU-Kab/IX/21)18,

tentang daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun

pada pemilu tahun 2019, tanggal 20 September 2018, dengan
diterbitkan putusan PTUN Jambi Nomor 27/G/2018/PTUN.JBI tanggal

7 Januari 2019 dan Surat Ke.putusén Gubernur Jambi Nomor:

181/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tanggal 11 Februari

2019 tentang pencabutan Keputusan  Gubernur N"omor .
'958/KEP.GUB/  SETDA. PEM-OTDA-2.2/2018, tangga! 27
September 2018, tentang pemberhentian Anggota Dewan Penméliil':a‘ri

Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2014- L

2019, yang mengembalikan hak PENGGUGAT sebagai ang’i ota

7 e
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g DPRD Kab. Sarolangun maka secara otomatis mengembalikan juga
PENGGUGAT ke Partai Politik Sebelumnya (Partai Politik Pemilu
terakhir) ;

1N 11. Benar bahwa pada saat Penetapan Calon Tetap Anggota DPRD Kab.
,! Sarolangun pada Pemilu 2019 telah memenuhi syarat pencalonan
t sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Rl Nomor 20 tahun __201‘8,
i . tentang Pencalonan anggota DFR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
g _ T Kabupaten/Kota, sebagaiman tertuang dalam surat Keputusan KPU
i | kY Kab. Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018,
, tentang daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sarolq‘?gbn |
pada pemilu tahun 2019, tanggal 20 September 2018 :
é ' 12, Benar bahwa pada saat Penetapan Calon Tetap Anggota DPRIY Kab.
§ . Sarolangun pada Pemilu 2019 telah m_emeriuhi syarat pencalonan
,‘g? e sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU R! Nomor 20 tahun 2018, .
, tentang Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan [}!PRD '
’;53 , Kabupaten/Kota, sebagaimana tertuang dalam surat Keputusan KPU
i Kab. Sarolangun Nomor : 40/HK 03.1-kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018,
E tentang daftar Calon Tetap Anggofa DPRD Kabupéten Sarolangun
. pada pemilu tahun 2019, tanggal 20 September 2018 :
?5 13. Tidak benar KPU Kab. Sarolangun MELAWAN HUKUM serta TIDAK
‘ | BERTENTANGAN dengan ketentyan yang berlaku dalam hal
* menerbitkan Surat Keputusan KPU Kab. Sarolangun Nomor:
’ 45/HK.03.1-Kpt/1503/ KPU-Kab/Ili/2019, tanggal 4 Maret 2019,
’ tentang Penetapan Perubahan ke Empat atas Keputusan Komisi
g Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 40/HK.03.1-
,f 1 : Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Ar';ggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada
Pemilihan Umum tahun 2019. KPU Kab. Sarolangun dalam hal
% menerbitkan Surat Keputusan KPU Kab. Sarolangun Nomor:
45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/lI2019, tanggal 4 Maret 2019,
%, tentang Penetapan Perubahan ke Empat atas Keputusan Komisi
; Pemilihan Umum Kabupaten = Sarolangun Nomor 40/HK.03.1-
i | Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018, tentang Daftar -Calon Tetap Anggota -
‘i Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarclangun pada
H

Pemilihan Umum tahun 2019, berdasarkan:

Putusan Nomor : 4/G/SPPU2019/PT Ell\!._;lBI :-‘il
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1) Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

270/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2018, tanggal 13 Februari 2019,
perihal Penjelasan tentang status Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun wyang -
mencaionkan diri pada partai politik yang berbeda dengan Eartai
sebelumnnya dan masih aktif sebagai Anggota D,éwan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun ; )

2) Surat Komisi Pemilhan Urum Provinsi Jambi N&mor:
147/PL.01.4-SDHM5/KPU/MII2019, tanggal 22 Februari 2019,
Perihal: tindak lanjut surat Komisi Pemilihan Umum Republik
[ndonesia Nomor 270/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019, tanggzl 13
Februari 2019 ;

3} Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 181/KEP.GUB/
SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019, tanggal 11 Februari 2019, tentang
pencabutan Keputusan Gubernur Nomor : 958/KEP.GUB/
SETDA.PEM-OTDA-2.2/ 2018, tanggal 27 September 2018,
tentang pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2014-2(19 :

4) Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sarolangun  Nomor:  67/Pi.04.1-BA/1503/KPU-Kabllil/2019,
tanggal 4 Maret 2019, tentang Pencalonan (7 calon Legislatif
Pindah Partai)

. Tidak benar KPU Kab, Sarolangun MELAWAN HUKUM serta 'hDAK

BERTENTANGAN dengan ketentuan yang berlaku dalam hal

menerbitkan Surat Keputusan KPU Kab. Saroiangun Nomor:

45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/1il/2019 fanggal 4 Maret 2019,

tentang Penetapan Perubahan ke Empat atas Keputusan Kpmisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 40/HK.93.1-

Kpt/1503/KPU-Kab/iX/2018, tentang Daftar Calon Tetap Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun -pada

Pemilihan Umum tahun 2019. KPU Kab. Sarolangun dalam hal

menerbitkan Surat Keputusan® KPU Kab. Sarolangun NBmor:

45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IN/2018, tanggal 4 Maret 2019, .

tentang Penetapan Perubahan ke Empat atas Képutus‘an Kﬂf‘gmiﬂgi

Pemilihan Umum Kabupaten Sarclangun Nomor 4O/HK"-.63.?1'1

Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Caion Tetapgj.-AggQgEa

Ly
o
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun "p_ada
Pemilihan Umum tahun 2019, berdasarkan : '

1) Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonssia Nornor
270/P1..01.4-SD/0B/KPU/1I/2019 tanggal 13 Februari 2019 p-ﬁ_erihal
Penjelasan tentang status Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun yang mencalonkasi diri
pada partai politik yang herbeda dengan Partai sebelumnnya dan
masih aktif sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sarolangun ; .

2) Surat Komisi Pemilihan Umum - Provinsi Jambi Nbmor:
147/PL.01.4-8SD/15/KPU/I/2019, tanggal 22 Februari 2019,
Perihal: tindaklanjut surat Komisi Pemilihan Umum Reputblik
Indonesia Nomor 270/PL:01.4-SD/06/KPU/I/2019, tanggal 13
Februari 2019 ; :

3) Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 181/KEP.GUB/SETDA.
PEM-OTDA-2.2/2018, tanggal 11 Februari 2019, teﬁtang
pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 958IKEP.GUBI
SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 27 Seb‘tembe'r ?2018,
tentang pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2014-2019.

4) Berita Acara Rapat Pleno Komis §i Pemilihan Umum Kabupaten
Sarolangun  Nomor : 67/PL.04.1-BA/1503/KPU- Kab/llllgow,
tanggal 4 Maret 2019, tentang Pencalonan (7 calon Legislatif
Pindah Partai) ;

KPU Kab. Sarolangun dalam hal menerbitkan Keputusan Kbmisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 45/HK303.1-

Kpt/1603/KPU-Kab/Ill/2019, tanggal 4 Maret 2019, tentang

Penetapan Perubahan ke Empat atas Keputusan Komisi Pemillihan

Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 40/HK.03.1-KpU1503/KF’U-

Kab/IX/2018, tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum Tahun

2019, telah sesuai dengan wewenang KPU Kabupaten/Kota ; -

Keputusan yang menjadi Objek Sengketa adalah SAH sesuai dengan -

peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Dikarenakan Keputusan yang menjadi Objek Sengketa sesu

dengan Peraturan Perundang Undangan maka mohon kepada PTUN; ‘

Jambi untuk menolak Gugatan Tergugat. ’
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V1. PETITUM - )

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah tergugat sampaikan c_iiatas

mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi melaiui Majelis l-_fakim

yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai

berikut: i+

1) Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidailinya
menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. (ex equo et ‘bon_g),

2) Menyatakan keputusan yang diterbitkan oleh tergugat yang menjadi objek
sengketa aquo adalah SAH dan telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, - Para
Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah
dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocfokkan
dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di
persidangan dengan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4.3"'; yaitu
sebagai berikut ; '?

1. BuktiP-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor :
45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IlI/2019. Tertanggal 2019.
Tentang Penetapan Perubahan Ke Empat 4 atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor:
40/HK.03.1-Kpt/ 1503/KPU-Kab/IX/2018. Tentang E)aftar
Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Déerah
Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
(Fotokopi dari fotokopi); -
2. Bukti P-2 : Fotokopi Putusan Bawaslu Nomor:OO1/PSIPEMILU/KAB.
SAROLANGUN/III/2019. (Fotokapi sesuai dengan asli) ;
3. BuktiP-1.1  Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 178/Setwan/2018,
Yang Dikeluarkan oleh Sekretariat DPRD Kab.
Sarolangun  atas  nama:H.MUHAMMAD  SYAIHU
mengenai bahwa penguduran diri - atas nama
H.MUHAMMAD SYAIHU, sebagai anggota DPRD
Kab.Sarolangun masih dalam proses. (Fotokopi s_"esuai
dengan asli) ; '
4. BuktiP-1.2 : Fotokopi surat pernyataan Pengunduran Diri atas {b_gma
HMUHAMMAD  SYAIHU.Tertanggal 30 .;qli- g201

(Fotokopi sesuai dengan asti) ;

Halaman 31 of 55 Halaman |
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5. BuktiP-1.3 : Fotokopi tanda terima dari Sekretariat DPRD Kab.
Sarolangun.Tanggal 31 Juli 2019. (Fotokopi dari
fotokopi);

6. BuktiP-21 : Fotokopi surat keterangan nomor : 181/SETWAN/2018,
yang dikeluarkan oleh Sekretariat DPRD Kab.Sarolangun
mengenai bahwa pengunduran diri atas nama AZAKIL
AZM| sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarclangun
masih dalam proses. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;"

\ 7. BuktiP-2.2 . Fotokopi surat pernyataan penguduran diri atas nama
AZAKIL AZMI.Tertanggal 30 Juli 2018 (Fotokopi sesual
dengan asli) ; :

8. BuktiP-2.3 : Fotokopi tanda terima surat dari Sekretariat Dj’RD

' Kabupaten Sarolangun. Tanggal 31 Juli 2019. (Fot(ﬁi‘kopi _
dari fotokopi) ; |

9. BuktiP-3.1 : Fotokopi surat keterangan nomor: 184/8ETWANI.-§O18,
yang dikeluarkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten
Sarolangun. (Fotokopi sesuai dengan asli) :

10. Bukti P-3.2 : Fotokopi surat pernyataan Pengundﬁran Diri atas
HAFIS., Tertanggal 30 Juli 2018. (Fotokopi sasuai
dengan asli) ;

11. Bukti P-3.3 : Fotokopi tanda terima Surat dari Sekretariat DPRD
Kabupaten Sarolangun Tanggal 31 Juli 2019. (Fotqkopi
“dari fotokopi) ;

12. Bukti P-4.1 : Fotokopi surat keterangan Nomor: 181/SETWAN/2018,
yang dikeluarkan ofeh Sekretariat DPRD Kabupaten
(Fotokopi sesuai dengan asli) ; :

13. Bukti P-4.2 : Fotokopi surat pemyataan pengunduran difi atas ﬁama
AZAKIL AZMI, Tertanggal 30 Juli 2018, (Fotokopi sesuai
dengan asli) ;

14. Bukti P-4.3 : Fotokepi tanda terima surat dari Sekretariat DPRD
Kabupaten Sarolangun. Tanggal 31 Juli 2018. (Fotokopi

dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabainnya
g;:elah
dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah dtpenksa dan d[CO KK
dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majells Hak"‘__

Tergugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa fotckopi surat yan

<
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persidangan dengan diberi tanda bukti T-1 sampai deng',an T-20, ‘Iyaitu

sebagai berikut ;

1. Bukti T-1

2. Bukti T-2

3. Bukti T-3

4. Bukti T- 4

5. Bukti T-5

6. Bukti T-6

Fotokopi Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten
Sarolangun  Nomor : 40/HK.03.01-Kpt/1503/KPU-KAb/X/
2018 Tanggal 20 September 2018. Tentang Daftar Calon
Tetap Anggota Dewan. Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sarolangun Tahun 2019, {Fotokopi se,sual
dengan asli} ;

Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor:76/PL. J4 1-
BA/1503/ KPU - Kab/X/2018. Tentang penstapan caftar
caion tetatp anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sarolangun. (t Fotokopi sesuai dengan asli);
Fotokopi Surat . Keputusan Komisi Pemilihan UJ%_‘num
Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/iPU-
Kab/ll/2019. Tanggal 4 Maret 2019. Tentang Penetapan:
Perubahan ke empat atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum  Kabupaten Sarolangun  Nomor: 40/HK.03.1-
Kt/1503/KPU-Kab/IX/2018. Tentang Daffar Calon Tetap
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sarolangun. (Fotokopi sesuaj dengan asli);

Fctokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sarolangun. Nomor:67/PL.04.1-BA/1503/KPU-
Kab/lllf 2019. Tanggal 4 Maret 2019. Tentang pencalonan
(7 calon Legislatif pindah partai) Pengelolaan Logistik dan

. hal-hal lain yang dianggap periu. (Fotokopi sesuai déngan

asli); ,
Fotokopi surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi :Iémbi
Nomor: 147IPL.Q1.4-SD/15/KPU/III2019.Tanggal 4 Fetfariuari
2019. Perihal tindaklanjut surat Komisi Pemilihan Utnum
Republik Indonesia Nomor: 270/PL.01 A4-SD/06/Komisi
Pemilihan Umum/ll/2019. Tangga! 13 Februari 2019,
Tanggal 13 Februari 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);
Fotokopi Salinan surat Keputusan Gubernur Jambi nomor: -
181/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019. Tanggsl 11
Februari 2019. Tentang Pencabutan Keputusan Gubh_l;r'iiifr":-:.:,,,

14’ )

Nomor: 958/ KEP.GUB/ SETDA PEM — OTDA - 2_‘, Lo1&af"~:
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7. Bukti T-7

. 8. Bukti T-8

8. Bukti T-9

10. Bukti T-10:

11. Bukti T-11 ;

12. Bukti T-12;

13. Bukti T-13 :

14. Bukti T-14 :

t
i

i

.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabubaten

Sarolangun Propinsi Jambi Tahun 2014-2019. (Fotokopi
sesuai dengan asii); L
Fotokopi Keputusan Gubernur Nomor : 958/KEP.GUB/
SETDAPEM -~-QTDA-2.2/2018. Tanggal 27 Septeinber
2018, Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Penuz;kilan
Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi
Tahun 2014-2019. (Fotokopi sesuai dengan asli)); |
Fotokopi Salinan Putusan PTUN Jambi Nomor
27/1G/2018/PTUN.JBI Tanggal 7 Januari 2019. (Fotokopi
dari fotokopi); .

Fotokopi Salinan Penetapan PTUN Jambi Nomor:
27/G/2018/PTUN. JBI. Tanggal 7 Januari 2019. (Fotckopi
dari fotokopi);

Fotokepi Surat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jambi
Nomor: 49/PY.01.04-SD/15/KPU-PROV/I/2019. Tanggal 17
Januari 2019, Perihal Mohon Petunjuk dan arahan.
(Fotokopi dari fotokopi); . A _ _
Fotokopi Keputusan Badan Pengawas Pemilihan bjmum
Kabupaten Sarolangun Nomor  001/PS/PEMILU/KAB.
SAROLANGUN/MY 2019.Perihal Mohon petunjuk, dan
arahan. (Fotokopi dari fotokc:pi); ' ! .
Fotokopi Hasil koreksi Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik  Indonesia  Nomor: 02IPS.REG.KOR-éKSII
BAWASLU/I/2019. Tanggal 27 Maret 2019. (Fotokogé dari
fotokopi); - l
Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jambi
Nomor: 93/PY.01.4-SD/1503/KPU-KAB/II/2019. Tanggal 25
Februari 2019. Perihal Permintaan surat pernyataan ditarik
atau tidak status anggota DPRD yang pindah p;"';:rpol;
(Fotokopi dari fotokopi); _ '
Fotokopi Surat Kemisi Pemilihan Umum Propinsi Jambi
Nomor: 95/PY.01.4-SD/1503/KPU-KAB/I/201¢. Tang:c_ii;al 1.
Maret 2019. Perihal Permintaan surat pernyataan lanjutan
ditarik atau tidak status anggota DPRD yang pindah parpol;

‘(Fotokopi dari fotokopi);

Y
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15. Bukti T-15 ;

16. Bukti T-16 :

17. Bukti T-17:

18. Bukti T-18

19. Bukti T-19:

20. Bukti T-20 :

Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Isropinsi ‘Iambi
Nomor: 94/PY.01.4-SD/1503/KPU- KAB/I/2019. Tangcal 25
Februari 2019. Perihal Permintaan data; {Fotokopi sl=sua|
dengan asii); '

Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Propmsn Jambi
Nomor: 96/PY.01.4-SD/1803/KPU-KAB/|II/2019. Tanggal t
Maret 2019. Perihal Permintaan data lanjutan ; (Fotokopi
sesuai dengan asli);

Folokopi Buku register pencalonan Anggota D"RD
Kabupaten (Fotokopi sesuai dengan asli};

. Fotokopi Berita Acara Nomor:31/PL.01.4-BA/1503/ KPU -

Kab/V11/2018. Tanggal 18 Juli 2018, Tentang hasil verfﬁkasi
kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota
DPRD Kabhupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum
Tahun 2018. Partai Persatuan Pembangunan (Fotokopi
sesuai dengan asli); I
Fotokopi Berita Acara Nomor:33/PL.01 4-BAS1503/ KPU -
Kab/V11/2018. Tanggal 18 Juli 2018, Tentang hasil vern"ka&
kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota
DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum
Tahun 2018. Partai Golkar (Fotokopi sesuai dengan as!t};
Fotokopi Berita Acara Nomor:34/PL.01.4-BA/1503/ KPU —
Kab/VIi/2018. Tanggal 18 Juli 2018, Tentang hasil ver-ikasi
kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota
DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan U‘Ermum
Tahun 2018. Partai Demokrat (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti tertulis, ;,‘"Pa_ra

Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama
HERMANSYAH., SE., MUHAMMAD RIDHO., dan AHMAD HAFIZ, yang
telah diminta keterangannya di bawah sumpah, dengan keterangan

selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi tersebut X

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Saksi HERMANSYAH,S.E., memberikan keterangan sebagai beriku; ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Setwan DPRD Kabupaten O
Sarolangun ; .

B ) {
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Bahwa setahu saksi objek sengketa yang digugat ‘oleh Para
Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi adalah DCT
anggota DPRD Kabupaten Sarolangun :

Bahwa saksi pernah menerima surat pengunduran diri Para
Penggugat ;

Bahwa saksi mengetahui pada wakty saksi menyerahkan kelengképan
admnistarasi ke KPU Kabupaten Sarolangun menyatakan persyaratan
Para Penggugat lengkap : '-
Bahwa saksi mengetahui pada waktu menyerahkan berkas terseth_ ‘
ada tanda terimanya : '
Bahwa saksi mengetahui bahwa ada anggota DPRD pmdah dari Partal
Demokrat ke Partai Golkar ;

Bahwa saksi mengetahui ada Caleg dari partai lain yang plndah ke
Partai Golkar ;

Bahwa saksi mengetahui ada ada persyaratan dari Caleg Tahun 2019,
yang dinyatakan beium lengkap oleh KPU Kabupaten Sarorangun‘
Bahwa saksi mengetahui ada surat mengenai penguduran d|r<i dari
Caleg ke KPU Kabupaten Sarolangun ;

Saksi MUHAMMAD RIDHO, yang memberikan keterangan se!ﬁagai
berikut ; : , !

Bahwa saksi adalah Petugas Penghubling dari Partai Goikar

Bahwa setahu saksi berkas pendaftaran atas nama Para Penggugat
sudah lengkap ;

Bahwa Penggugat yang bernama Syaihu masih menjabat Ketua
DPRD Kakb. Saroclangun :

Bahwa saksi mendaftar ke KPU Sarolangun melalui aplikasi; )
Bahwa saksi mengetahui pada wakiu pendafataran Calon (E:aleg
tersebut status Penggugat atas nama H.Muhammad Syaihu berkgfsnya
lengkap ; !
Bahwa saksi mengetahui pada waktu pendaftaran sebagai Calon
DPRD Kab. Sarolangun ada surat penguduran diri dari !fPara
Penggugat ;

Bahwa saksi yang menyerahkan berkas ke KPU Kab. Sarolsipgun )

tersebut lengkap ;
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3. Saksi AHMAD HAFIZ, yang memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah petugas penghubung dari Partai Demokrat yang
mengurus berkas pencalonan :

- Bahwa setahu saksi, Penggugat atas' nama Muhammad Syalhu ‘,udah
masuk dalam DCT :

- Bahwa saksi mengetahui ada Caleg yang diminta untuk melengkapi-

berkas persyaratan pencalonan

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti tertulis, plhak

" Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama

HIDAYATULLAH dan AHMAD JUMADIL, yang telah diminta keterangannya

di bawah sumpah, dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita . .

acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putuszn ini.

Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai _

berikut ; i
1. Saksi HIDAYATULLAH, yang memberikan keterangan sebagai beril"ut
- Bahwa saksi bekerja di Sekretariat KPU Kab. Saraotangun sejak
| Tahun 2009 ; . .
- Bahwa saksi bertugas sebagai operator Silon di KPU Kab. Sarolahgun;
- Bahwa saksi bertugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan
para calon anggota DPRD, berkas tersebut diserahkan dalam bentuk
Hardcopy, sedangkan softcapy nya tlllengkapn oleh Partai sendiri
melalui aplikasi Silon tersebut
- Bahwa saksi menerangkan berkas persyaratan pencalonan Para

Penggugat sebelum ditetapkan DCT sudah lengkap ;

2. Saksi AHMAD JUMADIL, yangAmemberIkan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi bekerja di KPU Kabupaten Sarolangun sebagal
Kasubbag Teknis : i

- Bahwa selain menjabat Kasubbag, saksi juga diberi tugas sebagai
anggota Pokja Pencalonan yang mengurus pendaftaran dan segala
kelengkapan administrasi berkas caleg ;

- Bahwa saksi menerangkan berkas persyaratan pencalonan Para
Penggugat sudah lengkap sebelum penetapan DCT keluar :
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Menimbang, bahwa segala sesuatu yang beium tercatat dalam

putusan ini, tercatat dalam berita acara persidangan, dan merupakan béglan
yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; ]

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-
apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBAMGAN HUKUM

— T Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pengr';ugat
\ adalah sebagaimana terurai dalam bagian “Tentang Duduk Sengeta”
* Putusan ini ; ' ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkdira a
quo, yang dimohonkan batal adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sarolangun Nomor : 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/lllf 2019,

tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Perubzhan Ke Empat' atas
Keputusan Korisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.
03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/1X/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan
Pen/vaklfan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemifihan Umum
2019 khusus atas nama :

iz M R GO e iy i 8 e,

& N e
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-

(1) H. Muhammad Syaihu, adalah Calon Tetap Anggota DPRD. Kab.
Sarclangun pada Pemiiu 2019 dari Partai Demokrat di Daerah
Pemilihan Sarolangun 3 ;

(2) Jannatul Firdaus, $.T., adaiah Calon Tetap Anggota DPRD' Kab.

Sarclangun pada Pemilu 2019 dari Partai Golkar di Daerah Pemmhan
Sarolangun 3 ; i

B i tis

(3) Hapis, adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun t pada
Pemilu 2019 dari Partai PPP di Daerah Pemiiihan Sarolangun 3 ;

(4) Azakil Azmi, adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun
pada Pemilu 2019 dari Partai Golkar di Daerah-Pemilihan Sarolzingun
4 ‘

(vide bukti P-1 = T-3, selanjutnya disebut sebagai objek sengksata a

quo) ; '

e PN N SE R
Tt TN T e A

g

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat ters;ebut,
pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggalr 9
April 2019, yang isi selengkapnya sebagaimana terurai dalam baglan

“tentang duduk sengketa” Putusan inij : "“';\. '

.-‘H“'

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok . sengke‘t‘
Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan syarat ?ﬁc:
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dalam pengajuan gugatan a quo, yaitu mengenai kewvenangan Pengadlitan,
tenggang waktu pengajuan gugatan, dan kepentingan Para Pengyjugat
dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ]
Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nom-nr 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang- Undang

Pemilu) menyatakan ; Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa xang

. terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan
' Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU,

keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota ;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa perkara a quo merupakan sengketa proses pemilihan
umum antara Peserta Pemilu (jncasu Para Penggugat) dengan
Penyelenggara Pemilu (/ncasu KPU Kabupaten Sarolangun selaku Tergugat)
karena terbitnya objek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguralkan
beberapa ketentuan yang berkaitan dengarn kewenangan Pengadilan, Tata
Usaha Negara terhadap Sengketa Proses Pemilu, sebagai berikut ; ¥
- Pasal 470 Undang-Undang Pemilu : E

(1) Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha négara
meliputi sengketa yang timbul dalam bitlang tata usaha negara F‘fémilu
antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi DPRD
kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau ;bakal
Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU,
keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota ' .

(2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
merupakan sengketa yang timbul antara :
a....,dst;

b. ..., dst; dan
¢. KPU, KPU FProvinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon
anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ‘
yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai ai'ribat
d:keluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar:s-v.‘"
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- Pasal 471 Undang-Undang Pemilu ;

(1) Pengajuan gugatan atas sengketa lata usaha negara Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha
hegara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawas!y bebagaimana
dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah
digunakan.

- Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan'- Tata
Usaha Negara (selanjutnya disebut PERMA No. 5/Tahun 2017),
menyatakan ;

(1) Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus
dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

(2) Pengadilan berwenang mengadili Sengketa Proses Pemilihan lﬁmum
setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan ; J

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, dapat diketahui bdhwa
sengketa proses Pemilu merupakan sengketa yang tifibul dalam bldang tata
usaha negara Pemilu antara calon anggota DPRD kabupaten/kota dengan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarksnnya
keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam hal ini mengenai
penetapan daftar calon tetap, dan Pengadilan Tata Usaha Negara berwe:nang
untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tersebut apabiia
seluruh upaya adminitratif di Badan Pengawas Pem|I|han Umum telah
digunakan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkaré a
quo adalah sebagaimana bukti P-1 = T-3, yaitu mengenai pencoretan nama
Para Penggugat dari Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten
Sarolangun pada Pemilu Tahun 2019

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut, Majelis Hakim
mengetahui bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya administratif ke
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sarolangun yang sudan diputuskan oleh.
Bawaslu Kabupaten Sarolangun sebagaimana bukti P-2 = T-11 :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti kedua 'Ibukti
tersebut, yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan di atas, M.f,aj‘eiis

Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah menempuh upaya |

administratif penyelesaian sengketa proses Pemilu di Badan Penqéwas
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Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sarolangun, sehingga dengan demikian Mujelis

TR

Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut
berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara a quo ;

P
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2. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan '
Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan
sengketa proses Pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 471 ayat (2) Unidang~
Undang Pemilu yang menyatakan : (2). Pengajuan gugatan atas senggketa
y, tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilal%Ukan _
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu ; ::
Menimbang, bahwa selain itu Pasal 1 angka 15.dan Pasal 3 ayat (1)
PERMA No. 5/Tahun 2017 menyatakan :
- Pasal 1 angka 15 : “Hari adalah hari kerja” ; - :

~ Pasal 3 ayat (1) : “Gugatan Sengketa Proses Pemilihan Umum dia;iukan

boa 3
iy

di Pengadilan tempat kedudukan Tergugat, paling lama 5 (Iima‘ hari
setelah dibacakan putusan Bawaslu, Bawaslu Propinsi atau Bawaslu

I Kabupaten/ Kota" : !

i '

Menimbang, bahwa terhadap penerbitan abjek senéketa a quo Para
if Penggugat sudah mengajukan upaya administratif penyelesaian sengketa ke
b Bawaslu Kabupaten Sarolangun, dan Bawaslu Kabupaten Sarolangun pun
¥ sudah mengeluarkan Putusan Bawasluy Kabupaten Sarolangun pada tanggal
25 Maret 2019 sebagaimana bukti P-2 = T-11, sedangkan gugatan I"ara

Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi di terima dan
: didaftarkan pada tanggal 1 April 2019 atau hari terakhir dari batas waktu. yang
f‘ ditentukan, sehingga dihubungkan dengan ketentuan di atas, Majelis Hakim
t berpendapat bahwa pengajuan gugatan Para Penggugat masih dalam
,; tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 471 ayat (2) Undang-Undang

? Pemilu, Pasal 1 angka 15 dan Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 5/Tahun 2017 :

St b

3. HKepentingan Para Penggugat .
Menimbang, bahwa mengenai kepentingan atau legal standing dalam

]

el

eyt O

mengajukan gugatan sengketa proses Pemilu ini, Majelis Hakim
mempedomani ketentuan Pasal 466, 467, 468, 469 dan Pasal 470 Undang-

i
N

s S i

Undang Pemilu ; it

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, Majelis Hakim dapat'*--
mengetahui bahwa sengketa proses Pemllu meliputi sengketa yang ts]rjadl
antar-Peserta Pemilu, dan sengketa °eserta Pemilu dengan Penyelencfg_ ré)

P
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Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, keputusan KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota :

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, dapat diketahui bahwa
Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa a quo (vide bukti P-1 -,T-3)
yang isinya mencoret nama-nama Para Penggugat dari daftar calon: {etap
anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemily 2019, kemudlan
terhadap objek sengketa g quo tersebut, Para Penggugat sudah melalcukan
upaya administratif, permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu
. kepada Bawaslu Kabupaten Sarolangun, dimana Bawasly Kabur.)aten
Sarolangun sudah mengeluarkan Putusan sebagaimana bukti P-2 = T-11,
kemudian oleh karena Para Penggugat keberatan terhadap Putusan Bawaslu

tersebut, Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Lrsaha
Negara Jambi ;
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Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hak:m
berkesimpulan bahwa Para Penggugat telah nyata memiliki kepentingan
(legal standing) untuk mengajukan gugatan sengketa proses Pemilu ke
Pengadilan Tata Usaha Negara sebagarmana ketentuan Pasal 469 ayai (2)
Undang-Undang Pemilu, yang menyatakan : "Dalam hal penyelesaian
sengketa proses Pemiiu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf
b, dan huruf ¢ yang dilakukan oleh Bawasiu tidak diterima oleh para pihak,
para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha
Negara” ; ,

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian di atas, Majelis Haklm
berpendapat bahwa tidak ada hal-hal yang bersifat ekseptif yang dapat ‘
menyebabkan gugatan a quo tidak dapat diterima, sehingga selanjutnya
Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketanya sebagai berilkut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan Para Penggugat
tersebut, pada pokoknya Para Penggugat memohon kepada Pnngadllan Tata
Usaha Negara Jambi untuk menyatakan batal objek sengketa a quo k.ﬂena
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, sedangkan Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa penetbitan
objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, dengan alasan bahwa Para Penggugat tidak memenuhi si'arat
untuk ditetapkan dalam daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten
Sarolangun pada Pemilu Tahun 2019, khususnya karena Para Penggugat% N
tidak melampirkan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota, DPRD,;\ y )ﬁa _‘
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Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil- dah{ para

pihak dalam gugatan dan jawabannya, Majelis Haklm berpendapat bahwa

pokok permasalahan di aniara para pihak yang harus dlper’umbargkan
adalah ;

1.

apakah Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan untuk d:tetnpkan
dalam daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Sarolangun lpada
Pemilu Tahun 2019 karena tidak mengundurkan diri dari anggota DPRD
Kabupaten Sarolangun periode sebelumnya ?, dan .

apakah benar Putusan PTUN Jambi Nomor : 27/G/2018/PTUN.JBI telah
menganulir pengunduran diri Para Penggugat dari keanggotaan pai‘tai

politik sebelumnya dan dari keanggotaan DPRD Kabupaten Sarclangun
periode 2014-2019 ? ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan pertama

tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan ketentuan peraturan pefundang-

undangan yang terkait dengan persyaratan bakal calon anggota DPRD
Kabupaten/Kota sebagai berikut ;

1.

Pasai 240 Undang-Undang Pemiju mengatur mengenai syarat-syarat

sebagai bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabup?aten/
Kota; ;
Peraturan KPU Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan An'!g'gota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah F’rovm3|
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (se!anjz tnya
disebut PKPU No. 20/Tahun 2018)

- Pasal 7

e

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupatenl
Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus mem: =nuh1
persyaratan : huruf a sampai dengan huruf s |

Huruf s : mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD

Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR,

DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan -

oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang

diwakili pada Pemilu Terakhir.

(2) ..., dst;
(3) ..., dst;
(4) ..., dst:
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(8) Pengajuarn pengunduran diri sehagai anggota DPR, DPRD
Provms1 atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR,
DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sebagalmana
dimaksud pada ayat (1) huruf s disampaikan kepads :

a. Pimpinan Partai Politik dan Pimpinan DPR, bagi anggota DPR ;
b. Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi dan Pimpinan DPRD
h __ Provinsi, bagi anggota DPRD Provinsi: dan
c. Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan pimpinan

g * DPRD Kabupaten/Kota, bagi anggota DPRD Kabupateanota
(6) Dalam hal terdapat kondisi :

a. Partai Politk yang mengusulkan calon pada Pemily Térakhlr

tidak lagi menjadi Peserta Pemiiu atau kepengurusan Partal
Politik tersebut sudah tidak ada lagi ;

i b. bakal calon yang bersangkutan tidak diberhentikan atau, tldak

T ditarik sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atay DPRD

i Kabupaten/Kota oleh Partai Palitik yang diwakili pada Pemllu
Terakhir; atau !

C. tidak lagi terdapat calon pengganti anggota DPR, E‘F’RD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yarg terdaftar dalarn’ DCT
Anggota DPR, DCT Anggota DPRD Provinsi, dan DCT Anggota
DPRD Kabupaten/Kota dari Partal Politik yang diwakiii oada
Pemilu Terakhir, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, ;atau
DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik | jang

berbeda dengan Partai Politk yang diwakili pada Pemllu

' Terakhir ; -

tidak diwajibkan mengundurkan diri sebagai anggota DPR,

DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.

e e T

e A S e

- Pasal 8

(1) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaien/Kota sebagaimana dlmaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan :

3 a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik - Warga Negara

| ' Indonesia; .

b. surat pernyataan menggunakan formulir Model BB1 yan

menyatakan bahwa bakal calon : angka 1 sampai dengan an.
13; '
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angka 8 : mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali
bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DFRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh
Partai Politik 'yang berbeda dengan Partai Politik yang
diwakili pada Pemilu Terakhir ; '

B

(2) ..., dst; }

(3) ..., dst {
I {4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
9 k) angka 8 dilengkapi : it
%Zé a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, [?F’RD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota I8
) _ o fii
}u b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penye%ihan
;i _ surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dima;ksud
f e dalam huruf a; dan b L
; C. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran - diri

sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh

] , pejabat yang berwenang.
: (5) ..., dst: .

6) ..., dst; :
‘ (7) ..., dst;
(8) ..., dst; .
; (9) Dalam hal terdapat bakal calon sebagaimana dimaksud dalam
g Pasal 7 ayat (6) huruf b, bakal calon yang bersangkutan wajib
4
menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri sebagai
;ﬂ anggota Partai Polittk yang diwakili pada Pemily Terakhir,
7 10) ..., dst;
i (10)

- Pasal 27 PKPU No. 20/Tahun 2018

(1) ..., dst; )

(2) ..., dst; i

(3) ..., dst;

(4) ..., dst; -

(5) Bagi Calon yang berstatus sebagai anggata DPR, DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik
yang berbeda dengan partai politik yang diwakili di DPR, OPRD
Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud °
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf s, wajib menyampaikan keputlisan

pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai an_g’g_ptq‘
DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepet_d_éﬁ;;KP'
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupater/Kota paling’lan
(satu) Hari sebelum penetapan DCT : :
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(B) Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota  tidak dapat  menyampaikan keputusan
pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai
diproses, calon yang bersangkutan waijib menyampaikan surat
pernyataan yang menyatakan bahwa -

a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada
pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan
b. keputusan pemberhentian  belum ditetima calon yang
bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan
- keputusan pemberhentian dimaksud karena berada. di “luar
. kemampuan calon. U )
: (7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud .pada ayat (6) ditarnpiri”
dengan: :
a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; ‘dan
b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi
terkait. »
(8) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten{Kota
yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernysataan -
S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7),
’ dinyatakan tidak memenuhi syarat.

AT e B et 2 e R TR o T L MR 2.
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Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum

yang tidak terbantahkan atau setidak-tidaknya diakui oleh para pihak sebagai
berikut ; ’

e e

1. Bahwa ada Surat Keterangan Nomor : 178/Setwan/2018, tanggal 31 Juli
2018, yang dikeluarkan cleh Sekretaris Dewan, yang menerangkan
bahwa H. Muhammad Syaihu telah mengundurkan diri sebagai anggota

:'g DPRD Kabupaten Sarolangun periode 2014-2019, dan permohonan

pengunduran dirinya sedang dalam proses (vide bukti P-1.1) ;

2. Bahwa ada Surat H. Muhammad Syaihu tanggal 30 Juli 2018, perihal :
Surat Pernyataan Pengunduran Biri, yang ditujukan kepada Pimpinan
DPRD Kabupaten Sarolangun (vide bukti P-1.2), dan ada tanda terima
surat (vide bukti P-1.3) ; )

3. Bahwa ada Surat Keterangan Nomor : 182/Setwan/2018, tanggal 31 Juli

i

T T T ey

2018, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Dewan, yang menerangkan
bahwa Jannatul Pirdaus, S.T. telah mengundurkan diri sebagai angﬁdta
DPRD Kabupaten Sarolangun periode 2014-2049, dan permoht';nan
pengunduran dirinya sedang dalam proses (vide bukti P-2.1) ;
4. Bahwa ada Surat Jannatul Pirdaus, S.T. tanggal 30 Juli 2018, périhal ;
; Surat Pernyataan Pengunduran Diri, yang ditujukan kepada meg.man
.‘ DPRD Kabupaten Sarolangun (vide bukti P-2.2), dan ada tanda\-tg;ﬁima&
surat (vide bukti P-2.3) ; o

L e sy
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Bahwa ada Suyrat Keterangan Nomor - 184/Setwan/2018, tanggal 3!1 Juli
2018, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Dewan, yang menerarfgkan
bahwa Hapis telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten

Sarolangun periode 2014-2019, dan permohonan pengunduran dizinya
sedang dalam proses (vide bukti P-3.1); ;
Bahwa ada Surat Hapis, tangga! 30 Julj 2018, perihal : Surat Perny.ﬁtaan
Pengunduran Dir, yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabuifyat'en
Sarolangun (vide bukti P-3.2), dan ada tanda terima surat (vide bulkti P-
3.3); ,
Bahwa ada Surat Keterangan Nomor : 181/Setwan/2018, tanggai 31+ Juli
2018, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Dewan, yang menerangkan
bahwa Azakil Azmi telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD
Kabupaten Sarolangun periode 2014-2019, dan permohonan
pengunduran dirinya sedang dalam proses (vide bukti P-4.1) ;

Bahwa ada Azakil Azmi, tanggal 30 Juli 2018, perihal : Syrat Pemyiataan
Pengunduran Diri, yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten
Sarolangun (vide bukti P-4.2), dan ada tanda terima surat (vide bukti P-
4.3) ;
Bahwa ada Berita Acara Nomor : 76/PL.01.4-BA/ 503/KPU-KabIIXI_?O18,
tanggal 20 September 2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap
(DCT) anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan L};num
Tahun 2019 (vide bukti T-2) i
Bahwa ada Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK;§03.1-
Kpt/1503/KPU-KAB/IX/201 8, tanggal 20 September 2018 teﬁtang
Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten
Sarolangun pada Pemilihan Umun 2019 (vide bukk{i T-1); l"
Bahwa ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Noror :
27/G/2018/PTUN. JBI, tangga!l 27 Desember 2018 (vide bukti T-8) ;

Bahwa saksi Tergugat yang bernama Hidayatullah dan Ahmad »Ju%nadil
menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan calon anggota DIfTPRD
Kabupaten Sarolangun yang didaftarkan oleh Partai Politik yang berbeda
dari Pemily éebelumnya, Para Penggugat merupakan anggota DPRD
Kabupaten Sarolangun periode 2014-2019, dan Para Penggugat s'f:dah )
memenuhi dan melengkapi berkas persyaratan sebagai bakal calon
anggota DPRD sebelum ditetapkannya DCT ofeh KPU Kabup:_glfeﬁf_‘;ﬁ:h

Sarolangun, dimana hat ini juga diakui oleh Tergugat sendiri ;
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Menimbang, bahwa dengan membaca Putusan Pengadllan'!Tata
Usaha Negara Jambi sebagaimana bukti T-8, Majelis Hakim mengetahui
bahwa Para Penggugat merupakan anggota DPRD Kabupaten Sarolsngun
periode 2014-2016, dimana Penggugat 1 berasal dari PDI- P, Penggu;at 2
berasal dari PDI-P, Penggugat 3 berasal dari PDI- P, dan Penggugat 4
berasal dari Partai Nasdem : "
Menimbang, bahwa pada Pemiiu Tahun 2018 ini, Para Penggugat
mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun,
“dimana Penggugat 1 dicalonkan dari Partai Demokrat, Penggugat 2 dari
Partai Golkar, Penggugat 3 dari PPP, dan Penggugat 4 dari Partai Golkar
Menimbang, bahwa dengan melihat fakta di atas, dlhubungkan
dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf s, Pasal 8 ayat (1) huruf b angka
8 dan ayat (4) PKPU No. 20/Tahun 2018, Maijelis Hakim berpendapat bahwa
Para Penggugat harus mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten
Sarolangun periode sebelumnya, dengan melampirkan surat peng'éjuan
pengunduran dirinya, tanda terima dari pejabat yang berwenang terkalt
dengan penyerahan surat pengunduran dirinya tersebut, dan ; f juga
melampirkan surat keterangan mengenai pengajuan pengunduran dmnya
sedang diproses, hal ini sudah dilakukan oleh Para Penggugat sebagalmana
bukti P-1.1, P-1.2, P-1.3, P-2.1, P-2.2, P-2.3, P-3.1, P32 P-3.3, P-441, P-
4.2, dan P-4.3, dimana hal ini diterangkan juga oleh saksi Tergugat yang
bernama Hidayatullah, dan Ahmad Jumadil ; ;
Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 27 ayat (5) PKPU No.
20/Tahun 2018, Para Penggugat juga wajib menyerahkanlmenyampnukan
surat keputusan dari pejabat yang berwenang tentang pemberhehtnan
sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU/KIP Kabupateanota
paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT, dalam hal ini Majehs
Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat memang tidak bisa menyerahkan
surat keputusan tersebut, dikarenakan surat pemberhentian Para Penggugat
itu baru diterbitkan pada tanggal 27 September 2018 atau 7 hari setslah
penetapan DCT, hal ini dapat Majelis Hakim ketahui dari. Putusan PTUN
Jambi {vide bukti T-8) ; X
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (6) F’.KPU
No. 20/Tahun 2018, yang menyatakan dalam hal calon anggota DPRD
Kabupaten/Kota tidak bisa menyampaikan surat keputusan pemberhéntian .
tersebut karena belum selesai diproses, maka caion anggota DPRD teréebut R

\il\. .
wajib melampirkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa penqunq-
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dirinya telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan sddah
mendapatkan tanda terima, serta melampirkan surat pernyataan yang
menyatakan bahwa surat keputusan pemberhentian belum selesai dlproses
karena difuar kemampuan calon DPRD,: dalam perkara a quo, Para
Penggugat memang belum menyerahkan surat keputusan pemberhentian
Para Penggugat masing- masing, namun dari keterangan saksi Tergugat, yang
bernama Hidayatullah dan Ahmad Jumadil, Majelis Hakim dapat mengr=tahu1
bahwa Para Penggugat sudah melampirkan/menyerahkan surat pernyataan
sebagalmana dimaksud oleh ketentuan Pasal 27 ayat (6) PKPU:- No
20/Tahun 2018 tersebut : !
Menimbang, bahwa dengan membaca ketentuan Pasal 27 ay?t {8)
PKPU No. 20/Tahun 2018 yang menyatakan bahwa calon anggota DPRD
Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat perny&taan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dlnyatékan
tidak memenuhi syarat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya
Para Penggugat telah melengkapi seluruh berkas persyaratan pencaenan
termasuk sudah menyerahkan surat pernyataan sebagaimana kete.duan
Pasal 27 ayat (6), sehingga Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat
sebelumnya yang menetapkan / memasukkan nama-nama Para Peng(fugat
dalam daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu
Tahun 2019 sebagaimana bukti T-1 adalah sudah tepat ; .
Menimbang, bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 27 ayét (8)
PKPU No. 20/Tahun 2018 tersebut memberikan kemudahan kepada calon
anggota DPRD untuk memenuhi persyaratan dalam hal harus menyerahkan
surat keputusan pemberhentiannya sebagai anggota DPRD pada Pemilu
sebelumnya dikarenakan pindah Partai Politik. Hal ini dapat dilihat dari Bunyi
isi pasainya, dimana dalam pasal tersebut terdapat kalimat “yang tidak
menyampaikan keputusan atau surat pernyataan, dinyatakan -tidak
memenuhi syarat’, artinya oleh karena ada kata “atau” dalam redaksional isi
pasal tersebut, maka penyampaian atay penyerahan surat keputusan
pemberhentian bukanlah satu-satunya syarat yang harus di penuhi, namun
hal itu bisa digantikan dengan menyerahkan surat pernyataan sebagan[nana
ketentuan Pasal 27 ayat (6) PKPU No. 20/Tahun 2018 ; ; '
Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat
bahwa Para Penggugat sudah memenuhi persyaratan sebagai calon anggeta
DPRD Kabupaten Sarolangun Pemilu 2019, dan oleh karenanya"hgrusla
dltetapkan/dlmasukkan dalam daftar calon tetap (BCT) anggota,utj ] D
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i Kabupaten Sarofangun pada Pemilu Tahun 2019 sebagaimana ketentuan
r Pasal 255 Undang- Undang Pemilu dan Pasal 28 PKPU No. 20/Tahun 2018
Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap tindakan Tergugat
yang menerbitkan objek sengketa a quo telah mengandung cacat yuridis
karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 255 Undang-Undang Pelemt\u
Pasal 27 ayat (8) dan Pasal 28 PKPU No. 20/Tahun 2018 - it
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberlkan *
pertimbangan terhadap permasalahan apakah Putusan Pengadilan]Tata
* Usaha Negara Jambi Nomor : 27/G/2018/PTUN.JBI sebagaimana bukt[ T-8
telah menganulir pengunduran diri Para Penggugat dari anggota DPRD
Kabupaten Sarolangun periode 2014-2019 dengan per’nmbangan sefiagal
berikut ; J '
Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti putusan tersnbut
1o 77 Majelis  Hakim dapat mengetahui bahwa pufusan - tersebut hanya
| mempertimbangkan mengenai proses pemberhentian Para Penggugat
sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun saja, dimana dalam putusan
tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi menilai bahwa prosedur atau
tata cara pemberhentian Para Penggugat oleh Gubernur Jambl mengandung
cacat yuridis, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
} i berlaku, sehingga seharusnya Gubernur Jambi dapat berperan aktif untuk
' memperbaiki prosedur pemberhentian Para Penggugat tersebut
Menimbang, bahwa putusan tersebut tidak menilai mengena|
: pengunduran diri Para Penggugat, dan bukan pula mencabut kemball atau
menganulir pengunduran diri Para Penggugat sebagai anggota DPRD
% Kabupaten Sarolangun, dan putusan tersebut juga tidak mengemballkant Para
Penggugat sebagai anggota partai politik sebelumnya, sehingga Majelis
i Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah salah mengartikan maksuq dari
i Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut : g
;
] : Memmbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di uatas
i3 dengan membaca, mencermatr dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum
dalam bukti P-1.1, P-1.2, P-1,3, P-2.1, P-2.2, P-2.3, P-3.1, P-3.2, P3" P-
4.1, P-4.2, P-4.3, P-1 = T-4 = objek sengketa a quo, serta mend«lnga.

o
& e

keterangan saksi dari Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan b"lhwa
penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat dari aspek substansi m’zterul

telah mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan peral:
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Pasal 28 Peraturan KPU MNomor : 20 Tahun 2018 tentang Pencajonan
anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sherain
bertentangan dengan peraturan  perundang- -undangan yang berlaku
penerbitan objek sengketa a quo juga tidak sesuai dengan asas kepagtlan
hukum dan asas kecermatan karena Tergugat tidak hati-hati cﬁalam
menerbitkan objek sengketa a quo dan juga tindakan Tergugat justru
menimbulkan Kketidakpastian hukum dalam proses pencalonan anggota
DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemiiu 2019 ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa & quo
oleh Tergugat telah mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan vang berlaku dan asas-asas umum
pernerintahan yang baik, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat {1 huruf g
Peraturan Mahkamah Agung Nomor : & Tahun 2017 tentang Tata G;ara
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha
Negara, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa objek sengketa a quo haruslah
dibatalkan, dan kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut objek
sengketa a quo serta menerbitkan keputusan baru tentang penetapan Para
Penggugat sebagai calon tetap anggota DPRD Kabupaten Sarotangun pada
Pemilu Tahun 2019, dan terhadap gugatan Para Penggugat haruslah
dinyatakan beralasan hukum dan terhadap tuntutannya haruslah
dikabulkan seluruhnya

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dlkabulkan
seluruhnya, maka permohonan penundaan objek sengketa a quo oleh Para
Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga hariuslah
ditolak ; f

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dlkabulkan
seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Unnang-
Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Nt=gara
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004
dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, ke.nada
Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang Jumlcnnya
akan ditentukan dalam amar putusan ini :

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti iyang
diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai dengan menjatuhkan
putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo Pasg 07

f
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Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor'; 51
Tahun 2009, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh hukti-
bukti yang diajukan oleh para pihak, maka hanya bukti-bukti yang relevan
dengan persoalan/masalah hukum vang dijadikan dasar putusan, sedarigkan
terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dimasukkan dalam berkas perkara dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan sesuai ketentuan Pasal 471
ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang’

“  Pemilihan Umum Juncto Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Mahkamah

Agung Nomor : 5 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengké"ca
proses pemilihan umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, terhadap putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa proses Pemilihan Umum
bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hokum bandlng,
kasasi, atau peninjauan kembali, dan Tergugat wajib menindaklanjuti pufusan
Pengadilan Tata Usaha Negara paling lama 3 (tiga) hari sejak diucapkan :

Mengingat, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah
diubah dengan Undang- -Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang
Nomor : 51 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 20 Tahun
2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomer : 31 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, anggota DPRD
Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, serta Peraturan perunc,ang-
undangan lain yang berkaitan :

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN
Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa a quc:J dari
Para Penggugat : , _ i

1

DALAM POKOK SENGKETA '

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya ;

2. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sarolangun Nomor @ 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/Ili/ 2019, tanggal 4

Maret 2019 tentang Penetapan Perubahan Ke Empat atas Keputusan“?

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/Hl<f/0;3 1\2:?\?
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Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan

Umum 2019, khusus atas nama :

(1) H. Muhammad Syaihu, adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab.
Sarolangun pada Pemilu 2019 dari Partai Demokrat di Daerah
Pemilihan Sarolangun 3 :

(2) Jannatul Firdaus, S.T., adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab.
Sarolangun pada Pemilu 2019 dari Partai Golkar di Daerah Pemilihan
Sarolangun 3 : '

(3) Hapis, adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun "pada
Pemilu 2019 dari Partai PPP di Daerah Pemilihan Sarolangun 3;

(4) Azakil Azmi, adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun

pada Pemilu 2019 dari Partai Golkar di Daerah Pem_[hhan

Sarolangun 4 ; i

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pem;llhan

Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 45/HK.03.1- Kptl1503/KPU-

Kab/lll/ 2019, tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Pnrubahan Ke

Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolcg‘wgun

Nomor : 40/HK. 03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/iX/2018 tentang Daftar (:alon

Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolcngun

pada Pemilihan Umum 2019, khusus atas nama :

(1) H. Muhammad Syaihu, adalah Calop Tetap Anggota DPRD ?Kab.
Sarolangun pada Pemilu 201$ dari Partai Demokrat di Daerah
Pemilihan Sarolangun 3 ;

(2) Jannatul Firdaus, S.T., adatah Calon Tetap Anggota DPRD Kab.
Sarolangun pada Pemilu 2019 dari Partai Golkar di Daerah F’emlflhan
Sarolangun 3 ;

(3) Hapis, adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun pada
Pemilu 2019 dari Partai PPP di Daerah Pemilihan Sarolangun 3 ;

(4) Azakil Azmi, adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun
pada Pemilu 2019 dari Partai Golkar di Daerah Pemilihan
Sarolangun 4 ; .

Memerintahkan Tergugat untuk Menerbitkan Keputusan tentang

Penetapan Para Penggugat sebagai Calon Tetap Anggota DPRD

Kabupaten Sarolangun pada Pemilu Tahun 2019 ; '
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Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari Jumat, tanggal 12 April
2019, oleh Kami EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Jambi selaku Hakim Ketua Majelis, ADE MIRZA
KURNIAWAN, S.H. dan A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H., masing-
masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umurm pada hari itu juga oleh Majelis Hakim
tersebut, dengan dibantu oleh CUNCUN DARMAJAYA, S.H., M.H. Panitera
Muda Hukum selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Jambi dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, dan Kuasa
Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS
HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

t.t.d.
ED! FIRMANSYAH, S.H., M.H.

l.  ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H. |

t.t.d.

Il. A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

CUNCUN DARMAJAYA, S.H., M.H.
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Rincian Biaya Perkara Nomor : 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI :

- Pendaftaran Gugatan =Rp.  30.000,-
' - Panggilan =Rp. 611.000,-
[ - Redaksi = Rp. 10.000,-
- Materai = Rp. 6.000,-
- ATK Perkara =Rp. 100.000,-
- Hak Hak Kepaniteraan Panggilan Pertama = Rp. 10.000,-
- Jumlah =Rp. 767.000,-

(terbilang ; tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

SALINAN FOTOCOPY SESUAI
DENGAN ASLINYA DIBERIKAN
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